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MOTTO 

 

                                

                                

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang 

selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan 

adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 

mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil 

itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S 

Al-Maidah: 8).
1
 

 

                                                             
1 Departemen Agama RI, A-Qur’an dan Terjemahan Al Jumanatul Ali (Jakarta: J-Art, 2004), 55. 
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ABSTRAK 
 

Dwi Kusuma Bhakti, Moch. Chotib, S.Ag., MM, 2017: "Penerapan Good Corporate 

Governance (GCG) PT. Bank Syariah Mandiri Kc Situbondo". 
Kata kunci: Penerapan Good Corporate Governance, Self Assessment. 

Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan 

prinsip-prinsip transparency, accountability, responsibility, professional, fairness). 

Untuk mengoptimalkan penerapan Good Corporate Governance, BSM melakukan 

penguatan infrastruktur, restrukturisasi internal yang mengarah kepada praktik terbaik, 

penyesuaian dan pembaharuan sistem dan prosedur yang diperlukan untuk mendukung 

pelaksanaan GCG yang efektif. Penerapan GCG di BSM membaik pada tahun 2009 

sampai saat ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pengukuran tingkat kepatuhan 

BSM dalam menerapkan GCG juga menggunakan checklist (self assessment) dimana 

hasil penilaiannya dalam bentuk index. Untuk keperluan internal, penilaian dilakukan 

secara semesteran dan untuk keperluan laporan kepada Bank Indonesia, penilaian 

dilakukan secara tahunan. Seiring dengan keluarnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) 

No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit 

Usaha Syariah. 

Fokus penelitian adalah bagaimana penerapan Good Corporate Governance 

(GCG) PT. Bank Syariah Mandiri Kc Situbondo. Bagaimana hasil penerapan Good 

Corporate Governance (GCG) di PT. Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan 

kertas kerja self assessment. 

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui Penerapan Good Corporate 

Governance (GCG) PT. Bank Syariah Mandiri Kc Situbondo. Untuk mengetahui hasil 

penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PT. Bank Syariah Mandiri dengan 

menggunakan kertas kerja self assessment. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah 

PT.Bank Syariah Mandiri Kc Situbondo, Jalan Pemuda No. 187 Situbondo. 

Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi yang 

diolah dan diperiksa dengan menggunakan triangulasi sumber untuk pengecekan 

keabsahan data. Teknik analisis data adalah analisis deskriptif. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa (1) Penerapan praktek GCG 

pada PT. Bank Syariah Mandiri Kc Situbondo telah menegakkan prinsip-prinsip GCG 

sesuai peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, yang ditunjukkan untuk 

meningkatkan nilai kinerja korporasi serta citra korporasi melalui 5 pilar utama yaitu 

Transparancy, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness. Dengan 

penerapan GCG di PT. Bank Syariah Mandiri Kc Situbondo itu merupakan wujud 

pertanggungjawaban BSM kepada masyarakat bahwa BSM dikelola dengan baik, 

profesional dan hati-hati dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham 

tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders; (2) Hasil Self Assessment dari penerapan 

GCG di PT. Bank Syariah Mandiri mendapatkan predikat “Baik”, yang artinya secara 

keseluruhan penerapan GCG di PT. Bank Syariah mandiri telah dilakukan dengan baik. 

Tetapi harus tetap ada beberapa indikator yang harus diperbaiki agar lebih baik lagi 

meski sudah berpredikat baik karena ini berkaitan dengan kepercayaan stakeholders dan 

kelayakan sebuah perusahaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan 

usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan baik dari dalam 

maupun luar negeri. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank 

menghadapi berbagai risiko, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional 

maupun risiko reputasi. Banyaknya ketentuan yang mengatur sektor 

perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat, termasuk 

ketentuan yang mengatur kewajiban untuk memenuhi modal minimum sesuai 

dengan kondisi masing-masing bank, menjadikan sektor perbankan sebagai 

sektor “highly regulated”. 

Kinerja suatu bank sangat erat hubungannya dengan peran dan fungsi 

manajement dari bank tersebut. Keberhasilan suatu bank untuk dapat 

menghasilkan suatu keuntungan merupakan suatu prestasi yang dilakukan oleh 

pihak manajement dalam mengelola banknya secara baik dan benar. Dengan 

demikian maju atau tidaknya kegiatan operasional suatu bank sangat 

tergantung dengan kemampuan dari manajement tersebut mengelola banknya 

masing-masing. Di samping besarnya peran manajement dalam mengelola 

bank agar dapat mengahasilkan kinerja yang baik, peran dari pemilik bank itu 

sendiri juga cukup besar untuk memberikan kontribusi dalam memilih 

manajement yang bagus.    

Krisis yang melanda pada pertengahan Tahun 1997 membuat 

perekonomian Indonesia tidak stabil.Kondisi ini diperparah dengan rendahnya 

1 
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Corporate Governance.Hal ini ditandai dengan kurang transparannya 

pengelolaan perusahaan sehingga pengawasan publik menjadi sangat 

lemah.Krisis Perbankan yang melanda Indonesia tersebut bukan sebagai 

akibat merosotnya nilai tukar rupiah, melainkan karena belum berjalannya 

praktek Good Corporate Governance (GCG) di kalangan perbankan. 

CG meningkat dengan pesat seiring dengan terbukanya skandal 

keuangan berskala besar seperti skandal Enron Tyco dan lain-lain.Oleh karena 

itu, saat ini isu Good Corporate Governance menjadi sangat 

penting.Keruntuhan perusahan-perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh 

strategi, prosedur, maupun praktik curang (fraud) dari manajemen puncak 

yang berlangsung cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen 

dari corporate boards. 

Pengelolaan perusahaan (CG) dalam dunia ekonomi merupakan hal 

yang dianggap penting sebagaimana yang terjadi dalam pemerintahan 

negara.Penerapan GCG pada saat ini bukan lagi sekedar kewajiban, namun 

telah menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan dan organisasi.Pernyataan 

tersebut telah menegaskan bahwa perusahaan memiliki kedudukan penting 

dalam menjalankan perannya dalam kehidupan ekonomi dan sosial 

masyarakat. 

Pelaksanaan Good Corporate Governance pada industri perbankan di 

maksudkan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal 

perbankan nasional, mengingat resiko dan tantangan yang dihadapi oleh 

industri perbankan akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan 

industri perbankan yang sangat pesat umumnya yang disertai dengan semakin 
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kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan ekspour 

risko bank. 

Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum dilaksanakan berdasarkan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, yang menetapkan 

Bahwa Bank Umum diwajibkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance dalam kegiatan usahanya, termasuk pada saat 

penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksaan kebijakan, serta langkah-

langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2008, maka Bank Syariah dan UUS juga diwajibkan untuk menerapkan 

tata kelola yang baik (GCG), yang mencakup prinsip transparansi, 

akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam 

menjalankan kegiatan usahanya. Selanjutnya sehubungan dengan kewajiban 

tersebut, maka Bank Syariah dan UUS diwajibkan untuk menyusun prosedur 

internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. 

Penerapan prinsip GCG menjadi suatu keniscayaan bagi sebuah 

institusi, termasuk bank syariah. Hal ini lebih ditunjukan kepada adanya 

tanggung jawab publik (public accountability) berkaitan dengan kegiatan 

operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan 

yang telah digariskan dalam hukum positif seperti Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
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Perbankan, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya. Di samping itu juga 

kepatuhan Al-Qur’an, Hadist, dan Ijma para ulama. 

Sebagaimana hadits Nabi SAW, bahwa: 

“Jangan pula kamu perhatikan banyaknya haji dan 

kesalehannya. Tetapi perhatikanlah kejujurannya dalam 

menyampaikan informasi dan menjalankan amanat. (Nabi 

Muhammad SAW, Bihar Al-Anwar 75:114).
1
 

 

Sebagaimana diketahui pelaksanaan Good Corporate Governance 

perbankan syariah tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan 

bank yang sesuai dengan lima prinsip dasar dalam GCG dan sesuai dengan 

prinsip syariah, tetapi juga ditunjukkan untuk kepentingan yang lebih luas.  

Secara yuridis bank syariah bertanggung jawab kepada banyak pihak 

(stakeholders), yaitu nasabah penabung, pemegang saham, investor obligasi, 

bank koresponden, regulator, pegawai perseroan, pemasok serta masyarakat 

dan lingkungan sehingga penerapan GCG merupakan suatu kebutuhan bagi 

setiap bank syariah. Penerapan GCG merupakan wujud pertanggungjawaban 

bank syariah kepada masyarakat bahwa suatu bank syariah dikelola dengan 

baik, profesional dan hati-hati (prudent) dengan tetap berupaya meningkatkan 

nilai pemegang saham (shareholders value) tanpa mengabaikan kepentingan 

stakeholders lainnya. 
2
 

Dalam konteks penerapan Good Corporate Governance di bank 

syariah, para bankir syariah harus benar-benar kepada prinsip dan nilai-nilai 

ekonomi dan bisnis islam yang telah diterapkan oleh Rasulullah. Kalau tidak, 

                                                             
1
http://www.antikorupsi.org/id/content/transparansi-dalam-perspektif-islam.com(18 November 

2016). 
2
Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 

241-254. 

http://www.antikorupsi.org/id/content/transparansi-dalam-perspektif-islam.com
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jangan menjadi praktisi bankir syariah, karena dikhawatirkan dapat merusak 

citra “kesucian” syariah di masa yang akan datang. 

Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip GCG sangat penting 

(urgen) untuk diterapkan dalam operasional perusahaan.Lebih-lebih bagi 

perusahaan yang bergerak di bidang perbankan karena dalam operasional 

bank, pihak bankir dituntut untuk selalu melaksanakan prinsip kehati-hatian 

bank dalam memberikan jasa keuangan kepada masyarakat.Hal ini sangat 

mungkin mengingat bank adalah institusi yang telah diatur sedemikian 

kompleksnya. 

Dalam prakteknya, keberhasilan penerapan Good Corporate 

Governancetidaklah semudah memahami batasan atau konsepnya. Sebaik-baik 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan peraturan bukanlah jaminan 

tidak akan timbul penyimpangan kalau tanpa adanya integritas termasuk 

moralitas para pelakunya. Tidak jarang terjadi fenomena kesalahpahaman, 

kekurang-taatan atasan, dan  konflik peran dan fungsi pengambilan keputusan 

diantara para pengelola perusahaan dan bahkan manipulasi keuangan oleh 

pihak direksi dan manajer. Kalau sudah seperti itu keberhasilan Good 

Corporate Governance sangat bergantung pada integritas dari para pengelola 

perusahaan bersangkutan.
3
 

Untuk mengoptimalkan penerapan Good Corporate Governance, BSM 

melakukan penguatan infrastruktur, restrukturisasi internal yang mengarah 

kepada praktik terbaik, penyesuaian dan pembaharuan sistem dan prosedur 

                                                             
3
Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syariah Teori,Kebijakan,Dan Studi Empiris Di Indonesia 

(Jakarta: Erlangga, 2010), 80-81. 
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yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Good Corporate Governance 

yang efektif. Penerapan Good Corporate Governance di BSM membaik pada 

tahun 2009 sampai saat ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Pengukuran tingkat kepatuhan BSM dalam menerapkan Good Corporate 

Governancejuga menggunakan checklist (self assessment) dimana hasil 

penilaiannya dalam bentuk index. Untuk keperluan internal, penilaian 

dilakukan secara semesteran dan untuk keperluan laporan kepada Bank 

Indonesia, penilaian dilakukan secara tahunan. Seiring dengan keluarnya 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan 

Good Corporate Governancebagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah. 

Masalah yang telah diuraikan oleh Penulis di atas sangat kompleks dan 

sering terjadi di sebuah lembaga keuangan, sehingga Penulis sendiri tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul: “PenerapanGood Corporate 

Governance (GCG) PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Situbondo”. 

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana penerapan Good Corporate Governance (GCG) PT. Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Situbondo? 

2. Bagaimana hasil penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PT. 

Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan Kertas Kerja Self 

Assessment?  
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju 

dalam melakukan penelitian.
4
 Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Penerapan Good Corporate Governance (GCG) PT. 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Situbondo. 

2. Untuk mengetahui hasil penerapan Good Corporate Governance (GCG) di 

PT. Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan kertas kerja self 

assessment. 

D. Manfaat Penelitian 

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang 

sama di hadapan hukum baik yang berstatus laki-laki dan perempuan dalam 

artian tidak ada perbedaan dan tidak harus dibedakan didalam mata hukum, 

maka dari beberapa pembahasan dalam judul yang penulis angkat ini sedikit 

banyak ada manfaat penelitian yang bisa diambil dan dirasakandiantaranya 

adalah:   

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan terhadap 

masalah yang akan diteliti. Khususnya mengenai good corporate 

governance, dan dapat dijadikan referensi bagi pihak lain yang akan 

melakukan penelitian selanjutnya. 

  

                                                             
4
Tim Redaksi, Pedoman Karya Ilmiah, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 37. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

berupa tambahan pengetahuan empiris mengenai penerapan good 

corporate governance (GCG) di Indonesia; Menambah pengalaman 

dalam penelitian karena ini merupakan langkah awal bagi Peneliti, 

melakukan sebuah penelitian. 

b. Bagi Instansi Terkait 

Diharapkan hasil penelitian bisa menjadi sumbangan yang 

konstruktif, dan juga sebagai informasi dan masukan bagi pihak Bank 

agar semakin mengembangkan terkait penerapan good corporate 

governance.Bagi masyarakat umum tentunya penelitian ini dapat 

menjadi tambahan informasi, wawasan dan media sosialisasi mengenai 

penerapan good corporate governance sehingga dapat dipahami oleh 

masyarakat luas. 

c. Kaum muda (Mahasiswa) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai 

bahan dan dasar penelitian sejenis yang mungkin dapat diterapkan oleh 

mahasiswa pada perguruan tinggi di masa yang akan datang. 

d. Bagi Pembaca 

Dapat dijadikan sebagai bahan wawasan dan tambahan 

pengetahuan bagi dirinya; Dapat menjadi bahan referensi untuk 
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mengkaji topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini. 

E. Definisi Istilah 

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pembahasan ini, 

serta menjaga agar tidak terjadi perluasan pembahasan yang kurang bermakna, 

maka kiranya Penulis perlu memberi definisi istilah-istilah dalam judul skripsi 

ini : 

1. Penerapan, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian 

penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli 

berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan 

suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk 

suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan 

yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
5
 

2. Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik 

merupakan definisi teknis dalam praktik ekonomi yang telah menjadi 

bahasa pemerintahan. Istilah lain dalam pengertian ini yang lazim 

digunakan adalah good public governance, good government governance, 

good nation governance, atau good civil governance. Istilah “tata kelola 

usaha yang sehat”, “tata kelola yang sehat”, atau “tata kelola yang baik” 

merupakan terjemahan dari istilah good corporate governance (GCG). 

Baik istilah “tata kelola yang sehat” maupun “tata kelola yang baik”, 

keduanya dipergunakan sebagai terjemahan dari istilah GCG dalam 

                                                             
5
Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 588. 
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Sebagaimana diketahui istilah 

“tata kelola yang sehat” dapat dijumpai dalam Penjelasan atas Pasal 30 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai 

berikut: “Uji kemampuan dan kepatutan bertujuan untuk menjamin 

kompetensi, kredibilitas, integritas, dan pelaksanaan tat kelola yang sehat 

(good corporate governance) dari pemilik, pengurus bank, dan pengawas 

syariah”. Semetara itu, istilah “tata kelola yang baik” dapat dijumpai dalam 

ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang 

menyatakan sebagai berikut: “Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan 

tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan 

kegiatan usahanya”.Menurut Bank Dunia, definisi GCG adalah aturan, 

standar, dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik 

perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan 

wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang 

saham dan kreditur).
6
 

Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) adalah suatu 

subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola 

perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung 

jawab/mandat,khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk 

memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. 

Tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) di 

                                                             
6
Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 

241-242. 
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industri perbankan dideskripsikan sebagai suatu hubungan antara dewan 

komisaris, dewan direktur eksekutif, pemangku kepentingan (stakeholder), dan 

pemegang saham.
7
 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman sementara dari sisi 

skripsi, yakni suatu gambaran tentang isi skripsi secara keseluruhan dan dari 

sistematika itulah dapat dijadikan satu arahan bagi pembaca untuk 

menelaahnya. Secara berurutan dalam sistematika ini adalah sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan.Bab ini memberikan gambaran secara 

singkat terhadap inti pembahasan yang masih bersifat global. Pada bab ini 

dikemukakan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua adalah kajian kepustakaan. Pada bab ini dikemukakan 

tentang kajian teori yang berkaitan dengan penerapan good corporate 

governance (GCG). 

Bab ketiga adalah metode penelitian.Bab ini membahas pendekatan dan 

jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, 

analisis data,keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. 

Bab keempat berisi penyajian datadan analisis data. Dalam bab ini 

peneliti menguraikan tentang analisis serta hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan memaparkan dari hasil penelitian tersebut. Dalam bab ini terdiri 

dari deskripsi objek penelitian dan paparan hasil penelitian. 

                                                             
7
Ferry N Indroes, Manajemen Risiko Perbankan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 245. 
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Bab kelima adalah penutup. Dalam bab ini akan disajikan tentang 

kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dan saran-saran atas konsep yang 

telah ditemukan pada pembahasan yang sekiranya dapat dijadikan bahan 

pemikiran bagi yang berkepentingan. 
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BAB II 

KAJIANKEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan ini belum 

pernah diteliti sebelumnya, perlu kiranya melakukan telaah terhadap 

penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui 

persamaan dan perbedaan dalam suatu penelitian terdahulu, dan 

dimaksudkan agar dapat melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan 

dijadikan rujukan dalam penelitian ini dan sekaligus upaya menghindari 

duplikasi terhadap penelitian ini. Maka, terdapat beberapa penelitian yang 

relevan dengan tema dalam penelitian ini, diantaranya yaitu: Suklimah 

Ratih (2011) Pengaruh Good Corporate Governance terhadap nilai 

perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening pada 

perusahaan peraih The Indonesia Most Trusted Company – CGPI. Ini 

menunjukkan bahwa pengaruh langsung variabel bebas Corporate 

Governance Perception Index - CGPI (X) terhadap kedua variabel 

intervening dengan analisis path dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu 

hipotesis pun yang terbukti kebenarannya. Sedangkan GCG dengan proksi 

CGPI yang terbukti tidak berpengaruh terhadap NPM serta GCG dengan 

proksi CGPI terbukti tidak berpengaruh terhadap ROA. Penelitian ini 

berbeda dengan penelitian tersebut pada variabel digunakan dan obyek yang 

berbeda. Persamaan dengan penelitian ini dengan menggunakan variabel  
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yang sama yaitu Good Corporate Governance (GCG).
8
 Reny Dyah Retno M 

dan Denies Priantinah (2012) Pengaruh Good Corporate Governance Dan 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan 

(Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2007-2010). Penelitian ini menunjukkan bahwa Good Corporate 

Governance (GCG) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan 

variabel Control Size dan Laverage. Pengungkapan CSR berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan dengan variabel Control Size, 

jenis industri, profitabilitas dan Laverage. GCG dan CSR berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI 

periode (2007-2010). Peneliti ini berbeda dengan penelitian tersebut pada 

dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan pada variabel independen 

yang digunakan, yaitu Control Size, jenis industri, profitabilitas dan 

Laverage serta objek yang berbeda pula. Persamaan dengan penelitian ini 

dengan menggunakan variabel dependen yang sama yaitu Good Corporate 

Governance (GCG).
9
 David Tjondro (2011) Pengaruh Good Corporate 

Governance Terhadap Profitabilitas dan Saham Perusahaan Perbankan yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menerangkan bahwa Good 

Corporate Governance (GCG) mempunyai pengaruh positif yang signifikan 

terhadap Return on Asset (ROA), Returnon Equity (ROE), NetInterest 

                                                             
8
Suklimah Ratih, PengaruhGood Corporate Governanceterhadap nilai perusahaan dengan 

kinerja keuangan sebagai variabel intervening pada perusahaan peraihThe Indonesia Most 

Trusted Company – CGPI (Skripsi Universitas Widya Kartika Surabaya, 2011), vol.5. 
9
Reny Dyah Retno M dan Denies Priantinah, Pengaruh Good Corporate Governance dan 

pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan (Studi Empiris pada 

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2010) (Skripsi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), vol.1. 
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Margin (NIM) dan Priceto Earning Ratio (PER). Sedangkan Good 

Corporate Governance tidak berpengaruh pada ReturnSaham.Penelitian ini 

berbeda dengan penelitian tersebut pada variabel bebas yang 

digunakan.Persamaan dengan penelitian inidengan menggunakan variabel 

terikat yang sama yaitu GoodCorporate Governance dengan obyek yang 

berbeda tetapi masih dalam ruanglingkup perbankan.
10

Fedy Ferdiansyah 

(2008) tentang“analisis goodcorporate governance dalam meningkatkan 

kinerja rumah sakit umum daerah dengan pendekatan balanced scorecard di 

RSUD Arjawinangun kabupaten Cirebon” dengan penelitian ini adalah 

pendekatan yang digunakan oleh Fedy Ferdiansyah yaitu dengan pendekatan 

balanced scorecard sedangkan pendekatan yang digunakan penelitian ini 

adalah dengan mewawancarai sumber-sumber yang terpercaya.Ristifani 

(2009) tentang “analisis implementasi prinsip-prinsip good corporate 

governance dan hubungannya terhadap kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia 

(persero) Tbk” dengan penelitian ini adalah pada metode pengumpulan data 

yaitu dengan menyebarkan quisioner dan objek penelitian yang dilakukan 

oleh Ristifani berupa PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, bukan 

sebuah rumah sakit. Violetta Jingga Tadikapury (2011) tentang “penerapan 

good corporate governance (GCG) Pada PT Bank X Tbk Kanwil X” dengan 

penelitian ini hanya pada objek yang ditentukan oleh peneliti yaitu berupa 

rumah sakit.Diana Fajarwati (2011) tentang “analisis penerapan prinsip-

prinsip good corporate governance di lingkungan internal perusahaan 

                                                             
10

David Tjondro, PengaruhGoodCorporate Governance terhadap Profitabilitas dan Saham 

Perusahaan Perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (Skripsi PascaSarjana STIE 

Perbanas Surabaya, 2011), vol.1.  
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populasi dan dilakukan dilokasi yang berbeda penelitian dapat digeneralisasi 

lagi. 12 umum badan urusan logistik (perum bulog) Jakarta” dengan 

penelitian ini hanya pada objek yang ditentukan oleh peneliti yaitu berupa 

rumah sakit.Morita Indah Lestari (2013) tentang “pengaruh budaya 

organisasi dan pengendalian intern terhadap penerapan prinsip-prinsipgood 

corporate governance pada rumah sakit umum di kota Padang” dengan 

penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode 

kuantitatif berupa analisis regresi berganda.Totok Dewayanto dalam 

skripsinya yang berjudul “Pengaruh Mekanisme Good Corporate 

Governance Terhadap Kinerja Perbankan Nasional (Study pada Perusahaan 

Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008)” 

menjelaskan tentang  Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance 

Terhadap Kinerja Perbankan Nasional dapat disimpulkan bahwa dari hasil 

penelitian yang didapat, Mekanisme Pemantauan Tata Kelola Yang Baik 

masih menjadi masalah dalam rangka meningkatkan tujuan yang ingin 

dicapai oleh shareholders, stakeholders juga tujuan perusahaan pada periode 

penemuan diadopsinya Good Corporate Governance di Indonesia pada tahun 

2006-2008. Hal ini dibuktikan dari tingkat pengaruhnya antara tata kelola 

perusahaan dengan kinerja perusahaan masih dikatakan kecil yaitu 44,6%. 

Melia Agustina Tertius dan Yulius Jogi Christiawan,SE., M.Si, Ak 

dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Good Corporate Governance 

Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Sektor Keuangan” menjelaskan tentang 

Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pada 
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Sektor Keuangan dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian yang 

didapat, variabel independen antara lain dewan komisaris, komisaris 

independen dan kepemilikan majerial dengan variabel kontrol ukuran 

perusahaan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen yaitu ROA. Secara individual, dewan komisaris dan 

kepemilikan majerial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Semakin 

besar dewan komisaris dan kepemilikan majerial maka tidak mempengaruhi 

jumlah ROA yang dihasilkan. Sedangkan, komisaris independen dan ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Semakin besar 

komisaris independen dan ukuran perusahaan, maka ROA yang dihasilkan 

semakin kecil atau menurun. 

B. Kajian Teori  

1. Pengertian Good Corporate Governance (GCG) 

Good Corporate Governanceadalah suatu tata kelola bank yang 

menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas 

(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), profesional 

(professional), dan kewajaran (fairness).
11

 

Good Corporate Governance(Tata Kelola Perusahaan) adalah suatu 

subjek yang memiliki banyak aspek. Sampai saat ini para ahli tetap 

menghadapi kesulitan dalam mendefinisikan Good Corporate Governance 

yang dapat menyangkut berbagai kepentingan. Tidak terbentuknya definisi 

yang baik bagi semua pihak yang berkepentingan dengan Good Corporate 

                                                             
11

Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 

244.  
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Governance disebabkan karena cakupan Good Corporate Governance 

yang sangat banyak. Konsep Good Corporate Governance adalah konsep 

yang sudah saatnya diimplementasikan dalam perusahaan-perusahaan 

yang ada di Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada. 

2. Manfaat Good Corporate Governance (GCG) 

1) Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. 

2) Mendapatkan cost of capital yang lebih murah dengan penerapan Good 

Corporate Governance. 

3) Memberikan dasar keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan 

kinerja ekonomi perusahaan. 

4) Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari shareholder dan 

stakeholder terhadap perusahaan. 

5) Mempengaruhi harga saham secara positif. 

6) Melindungi Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas dari tuntutan hukum 

dan melindungi dari intervensi politis serta usaha-usaha campur tangan 

di luar mekanisme korporasi. 

3. Tujuan penerapan Good Corporate Governance (GCG) 

Penerapan sistem Good Corporate Governance diharapkan dapat 

meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan 

(stakeholders) melalui beberapa tujuan berikut: 

1) Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu 

organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya 

kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan stakeholders lainnya dam 
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merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan oerganisasi 

kedepan. 

2) Meningkatkan kualitas organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

3) Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para shareholders dan 

stakeholders.
12

 

Dari ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, dapat diketahui bahwa 

yang menjadi tujuan penerapan GCG bagi Bank Umum yaitu:  

1) Meningkatkan kinerja Bank Umum; 

2) Melindungi kepentingan seluruh pihak yang memiliki kepentingan 

secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha bank 

umum (stakeholders);  

3) Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku serta nilai-nilai etika (code of conduct) yang berlaku umum 

pada industri perbankan; 

4) Memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan API 

(Arsitektur Perbankan Indonesia). 

Sementara itu, dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 

11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS 

                                                             
12

Muhammad Yusuf Hidayat, “GCG (good corporate governance)”, 

http://www.tugasakuntansis.blogspot.co.id/2015/05/artikel-baik-gcggood-

corporate.html?m=1(16 November 2016). 

http://www.tugasakuntansis.blogspot.co.id/2015/05/artikel-baik-gcggood-corporate.html?m=1
http://www.tugasakuntansis.blogspot.co.id/2015/05/artikel-baik-gcggood-corporate.html?m=1
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tanggal 30 April 2010, dapat diketahui bahwa yang menjadi tujuan 

penerapan GCG bagi Bank Umum Syariah dan UUS, yaitu: 

1) Mewujudkan tata kelola industri perbankan syariah yang berlandaskan 

pada transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan 

kewajaran; 

2) Membangun industri perbankan yang sehat dan tangguh; 

3) Memenuhi prinsip syariah, sehingga reputasi industri perbankan syariah 

tetap terjaga; 

4) Meningkatkan perlindungan seluruh pihak yang memiliki kepentingan 

secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan 

kelangsungan usaha perbankan syariah (stakeholders); 

5) Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri 

perbankan syariah; 

6) Dalam rangka melakukan check and balance di antara kelembagaan 

perbankan syariah; 

7) Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG 

melalui self assesment secara komprehensif terhadap kecukupan 

pelaksanaan GCG, sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan yang 

diperlukan.
13

 

 

                                                             
13

Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 

256-257. 
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4. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) 

Dalam bagian penjelasan umum PBI No. 11/33/PBI/2009 

dikemukakan beberapa prinsip, antara lain:  

a. Transparansi (transparancy) 

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material 

dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
14

 

Seperti yang terkandung di dalam Surat Al-Baqarah ayat 280: 

                      

       

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka 

berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan 

menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik 

bagimu, jika kamu Mengetahui”.
15

 

 

Pedoman pokok pelaksanaan: 

1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, 

memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah di 

akses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. 

2) Informasi yang harus di ungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas 

pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi 

keuangan, susunan susunan dan kompensasi pengurus, pemegang 

saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan 

anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam 

                                                             
14

Khotibul Umam, Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di 

Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 190. 
15

Muhammad Shohibut Thohir, Mushaf Aisyah (Bandung: Jabal, 2010), 25. 
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perusahaan dan perusahaan lainnya yang memiliki benturan 

kepentingan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan 

pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat 

kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi 

kondisi perusahaan. 

3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi 

kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan 

hak-hak pribadi. 

4) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional 

dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. 

b. Akuntabilitas (accountability) 

Kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban organ bank sehingga 

pengelolaannya berjalan efektif.Kejelasan fungsi atau keahlian 

merupakan poin penting, Allah SWT berfirman Al-Baqarah ayat 282: 

                              

                            

                             

                             

                                 

                               

                               
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                           

                         

                             

                     

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 

kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di 

antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah 

penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 

mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah 

orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan 

ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 

hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah 

akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak 

mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya 

mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua 

orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak 

ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua 

orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 

jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. 

janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 

apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis 

hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 

membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan 

lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 

(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), 

kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu 

jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, 

(jika) kamu tidak menulisnya.dan persaksikanlah apabila 

kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling 

sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), 

Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada 
dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; 

dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.Bermuamalah 

ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa 

dan sebagainya”.
16
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Muhammad Shohibut Thohir, Mushaf Aisyah (Bandung: Jabal, 2010), 28. 
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Pedoman pokok pelaksanaan: 

a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab 

masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas 

dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi 

perusahaan. 

b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan 

semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, 

tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. 

c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal 

yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. 

d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran 

perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran 

utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan 

dan sanksi (reward and punishment system). 

e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ 

perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis 

dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati. 

c. Pertanggungjawaban (responsibility) 

Kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundangan-

undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang 

sehat. Allah berfirman dalam surat Shod ayat 26: 
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                           

                        

           

 
Artinya: “Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah 

(penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) 

di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti 

hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan 

Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan 

Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka 

melupakan hari perhitungan”.
17

 

 

Pedoman pokok pelaksanaan: 

1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan 

memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 

anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws). 

2) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan 

antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan 

terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan 

pelaksanaan yang memadai. 

d. Profesional (profesional) 

Memiliki kompetensi, maupun bertindak objektif dan bebas dari 

pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki 

komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Allah 

berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102: 

                               
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Muhammad Shohibut Thohir, Mushaf Aisyah (Bandung: Jabal, 2010), 65. 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali 

kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam”.
18

 

Pedoman pokok pelaksanaan: 

1) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya 

dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan 

tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh 

atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan 

secara obyektif. 

2) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan 

tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-

undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung 

jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem 

pengendalian internal yang efektif. 

e. Kewajaran (fairness) 

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders 

yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Allah berfirman dalam surat Annisa ayat 58: 

                             

                                 

 

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

                                                             
18

Muhammad Shohibut Thohir, Mushaf Aisyah (Bandung: Jabal, 2010), 50. 
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pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.
19

 

 

Pedoman pokok pelaksanaan: 

1) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku 

kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan 

pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses 

terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam 

lingkup kedudukan masing-masing 

2) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar 

kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan 

kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. 

3) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam 

penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara 

profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan 

kondisi fisik.
20

 

5. Unsur-unsur Good Corporate Governance (GCG) 

Unsur-unsur dalam GCG, yaitu: 

a. Corporate Governance – Internal Perusahaan 

Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah: 

1) Pemegang saham; 

2) Direksi; 

3) Dewan komisaris; 

                                                             
19

Muhammad Shohibut Thohir, Mushaf Aisyah (Bandung: Jabal, 2010), 80 
20

www.https://kunami.wordpress.com/2007/11/09/pelaksanaan-good-corporate-governance/ (24 

Februari 2017). 

http://www.https/kunami.wordpress.com/2007/11/09/pelaksanaan-good-corporate-governance/
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4) Manajer; 

5) Karyawan; 

6) System remunerasi berdasar kinerja; 

7) Komite audit. 

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, 

antara lain meliputi: 

1) Keterbukaan dan kerahasiaan (disclosure); 

2) Transparansi; 

3) Akuntabilitas; 

4) Kesetaraan; 

5) Aturan dari code of conduct. 

b. Corporate governance – External Perusahaan 

Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah: 

1) Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum; 

2) Investor; 

3) Institusi penyedia informasi; 

4) Akuntan public; 

5) Institusi yang memihak kepentingan public bukan golongan; 

6) Pemberi jaminan; 

7) Lembaga yang mengesahkan legalitas. 

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan, 

antara lain meliputi: 

1. Aturan dari code of conduct; 
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2. Kesetaraan; 

3. Akuntabilitas; 

4. Jaminan hukum. 

Perilaku partisipasi pelaku Corporate governance  yang 

berada di dalam rangkaian unsur-unsur internal maupun eksternal 

menentukan kualitas Corporate governanace.
21

 

6. Karakteristik umum penerapan GCG di Indonesia 

Penerapan GCG di masing-masing negara memiliki karakteristik 

yang berbeda, termasuk GCG di Indonesia yaitu: 

a. Kepemilikan perusahaan terkonsentrasi pada individu atau keluarga, 

sehingga pihak ini mempunyai pengaruh kuat untuk menentukan arah 

perusahaan. Akibatnya problem keagenan (the agency problem) lebih 

terarah pada benturan kepentingan antara pemilik mayoritas ini dengan 

pemilik minoritas. Secara umum pemilik saham minoritas selalu 

berada pada posisi yang lemah. 

b. Kepemilikan saham dengan penguasaan mayoritas oleh keluarga, 

diikuti dengan ikut campurnya anggota keluarga atau orang dekat 

kepercayaannya untuk menduduki posisi direksi atau komisaris di 

dalam suatu perusahaan. Akibatnya posisi komisaris, yang seharusnya 

menjadi pengawas manajemen, menjadi tidak kapabel serta tidak 

independen di dalam menjalankan tugasnya. 
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c. Kepemilikan saham keluarga juga diikuti dengan berkembangnya 

kelompok bisnis keluarga berpola konglomerat (conglomeration) 

dengan bidang usaha yang sangat terdiversifikasi. Berbagai perusahaan 

yang menjadi anggota kelompok bisnis tersebut dikuasai melalui 

“penguasaan bertingkat dengan pola piramida” (pyramidal ownweship 

structure). 

d. Perusahaan publik di Indonesia pada umumnya mempunyai tingkat 

hutang yang sangat besar dan sebahagian besar dalam bentuk mata 

uang asing yang tidak dilindung-nilaikan (un-hedge), sehingga sangat 

rentan terhadap perubahan kondisi perekonomian. Pada beberapa 

kasus, dana pinjaman yang diperoleh dialokasikan pada kegiatan 

investasi lainnya yang tidak produktif, sehingga menurunkan nilai 

perusahaan. 

e. Pasar modal relatif kecil dan tidak “likuid” sehingga tidak mampu 

secara efektif berperan sebagai mekanisme kontrol eksternal dalam 

upaya penerapan prinsip CG. Untuk mengatasinya, kelompok bisnis 

(konglomerat) menjadikan organisasi ini sebagai internal capital 

market dalam memfasilitasi pemindahan dana dari berbagai 

perusahaan dalam kelompok bisnis mereka. 

f. Kombinasi antara relatif kecilnya pasar modal Indonesia dengan 

sedikitnya proporsi kepemilikan perusahaan (dalam bentuk) saham 

yang dijual kepada publik, membuat pemilik mayoritas berada pada 

posisi yang sangat kuat. Terutama dengan tidak mampunya mekanisme 
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kontrol eksternal lainnya, seperti merger dan akuisisi, untuk ikut 

mendisiplinkan perusahaan yang tidak menerapkan prinsip CG yang 

sehat. 

g. Lemahnya penegakan hukum dan lembaga pendukungnya di dalam 

menjaga berjalannya sistem secara benar, sesuai dengan fungsi yang 

telah diterapkan. Kondisi ini semakin memperlemah pemilik minoritas 

namun, sebaliknya akan memperkuat posisi pemilik saham mayoritas 

untuk mengeksploitasi sumber daya perusahaan untuk kepentingannya, 

namun merugikan kepentingan pihak lainnya (terutama pemegang 

saham minoritas). 

h. Belum terdapat upaya perbaikan menyeluruh yang mencakup 

pembenahan seluruh komponen sistem CG guna mendukung 

terlaksananya penerapan mekanisme kontrol untuk menjamin 

berjalannya sistem ini secara seimbang dan berkesinambungan.
22

 

7. Penilaian tingkat kesehatan Bank 

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan risiko (RBBR), 

penilaian terhadap pelaksanaa GCG dikelompokkan dalam suatu 

governance system yang terdiri dari 3 (tiga) aspek governance, yaitu: 

1) Governance Structure 

Penilaian governance structure bertujuan untuk menilai 

kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses 
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pelaksanaan  prinsip GCG mengahsilkan outcome yang sesuai dengan 

harapan stakeholders Bank. 

2) Governance Process 

Penilaian governance process bertujuan untuk menilai 

efektivitas  proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh 

kecukupan struktur dan infrastruktur tat kelola Bank sehingga 

menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders 

Bank. 

3) Governance Outcome 

Penilaian governance outcome bertujuan untuk menilai 

kualitas outcome yang memenuhi harapan stakeholders Bank yang 

merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh 

kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.
23

 

8. Regulasi penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada 

Perbankan Syariah 

Berikut ini regulasi terkait dengan GCG pada perbankan syariah di 

Indonesia:  

1) Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian 

Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. 

2) Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

                                                             
23

Ibid., 188-190. 



 33 

3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang 

PelaksanaanGood Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah 

dan Unit Usaha Syariah. 

4) Surat Edaran No. 12/13/DPbS/2010 tentang Pelaksanaan  Good 

Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usah 

Syariah. 

5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan. 

6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 

tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit 

Usaha Syariah.
24

 

9. Penerapan GCG pada Perbankan Syariah 

Bank wajib melaksanakan GCG pada setiap kegiatan usahanya pada 

seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam upaya perbaikan dan 

peningkatan kualitas pelaksanaan GCG. Bank diwajibkan secara berkala 

melakukan self assessment secara komprehensif terhadap kecukupan 

pelaksanaan GCG. Apabila masih terdapat kekurangan dalam 

implementasinya, Bank segera menetapkan langkah perbaikan yang 

diperlukan.  

Self assessment pelaksanaan good corporate governance dapat 

dilakukan pada Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah seperti 

yang dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS/2010, 
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yaitu penilaian atas pelaksanaan GCG bagi BUS dilakukan terhadap 11 

faktor dan penilaian atas pelaksanaan GCG bagi UUS dilakukan terhadap 5 

faktor. 

Bank wajib melakukan self assessment atas pelaksanaan GCG 

minimal 1 kali dalam setahun. Self assessment dilakukan dengan 

menggunakan kertas kerja self assessment.
25
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan jenis penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian menggunakan penelitian 

kualitatif. Dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian field research 

(penelitian lapangan) yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna 

mengadakan penelitian pada objek yang dibahas yaitu bagaimana penerapan 

Good Corporate Governance (GCG) PT. Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Situbondo dan bagaimana hasil penerapanGood Corporate 

Governance (GCG) di PT. Bank Syariah Mandiri menggunakan kertas kerja 

self assessment, selain itu penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, karena 

dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara 

menyeluruh melalui pengumpulan data di lapangan dan memanfaatkan diri 

peneliti sebagai instrumen kunci. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa  yang dialami oleh subyek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic, 

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah.
26

 

Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan 

sosiologis.Yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis adalah melakukan 
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penyelidikan dengan cara melihat fenomena masyarakat  atau  peristiwa sosial, 

politik dan budaya untuk memahami hukum yang berlaku di masyarakat.
27

 

B. Lokasi Penelitian 

Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah pada perusahaan 

yangbergerak di bidang lembaga keuangan perbankan, tepatnya PT. Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Situbondo, Jalan Pemuda No. 187 Situbondo, 

Jawa Timur. 

C. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian merupakan jenis data serta informan yang hendak 

dijadikan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti ingin memperoleh 

data tentang bagaimana penerapan Good Corporate Governance (GCG) PT. 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Situbondo dan bagaimana hasil 

penerapanGood Corporate Governance (GCG) di PT. Bank Syariah Mandiri 

menggunakan kertas kerja self assessment. Adapun yang menjadi informan 

dalam penelitian ini diantaranya: 

1. Ibu Siti Masfufah Muftiani sebagai Branch Manager PT. Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Situbondo. 

2. Bapak Achmad Maulana sebagai Consumer Banking Relationship Manager 

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Situbondo. 

3. Bapak Faqih Ardiyanto sebagai Branch Operation and Service Manager 

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Situbondo. 
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D. Sumber Data 

Dalam penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan sumber data dalam 

penelitian adalah subjek dari mana data-data dapat diperoleh. Sumber data 

bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Data adalah bahan keterangan 

tentang sesuatu obyek penelitian.Untuk memperoleh informasi tentang 

jawaban penelitian diperlukan data.Adapun data yang dimaksud adalah 

sejumlah fakta atau keterangan yang digunakan sebagai sumber atau bahan 

dalam mengambil keputusan. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di 

lapangan, yang sumbernya dari responden dan hasil wawancara dengan 

para informan yaitu: 

a. Branch Manager PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Situbondo. 

b. Consumer Banking Relationship Manager PT. Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Situbondo. 

c. Branch Operation and Service Manager PT. Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Situbondo. 

E. Teknik pengumpulan data 

Data adalah bagian terpenting dalam penelitian, maka dalam 

mengumpulkan data tentu tidak hanya mempertimbangkan tingkat 

efisiensinya,namun lebih dari itu juga harus mempertimbangkan kesesuaian 

teknik yang digunakan dalam menggali dan mengumpulkan data tersebut. 
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Sumadi Suryabrata menjelaskan dalam bukunya,prosedur yang dituntut 

oleh setiap metode pengambilan data yang digunakan harus dipenuhi secara 

tertib.
28

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode sebagai berikut: 

1. Interview(wawancara) 

Wawancara adalah percakapan dengan adanya suatu maksud 

tertentu. Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan 

mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu 

masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu 

utama dari metode observasi (pengamatan).
29

Penelitian kualitatif ini 

menggunakan teknikdalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang 

sering digunakan adalah puposive sampling.Purposive sampling adalah 

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu 

ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang 

kita harapkan, atau mungkin dia sebagai orang yang mempunyai 

kebijakan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau 

situasi sosial yang diteliti.
30

 

Informan untuk data ini adalah Branch Manager, Consumer 

Banking Relationship Manager; Branch Operation and Service Manager. 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, yaitu: 
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a. Bagaimana penerapan Good Corporate Governance (GCG) PT. Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Situbondo. 

b. Bagaimana hasil penerapanGood Corporate Governance (GCG) di 

PT. Bank Syariah Mandiri menggunakan kertas kerja self assessment. 

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk mencari data dengan 

mengumpulkan dan mengamati data-data yang berupa catatan,transkrip, 

buku, surat kabar, majalah. Dalam penelitian ini metode dokumentasi 

digunakan peneliti untuk memperoleh data yang bersifat dokumenter 

seperti halnya:foto, buku- buku tentang good corporate governance,dan 

hal lainnya yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitiannya, yaitu: 

a. Sejarah berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Situbondo. 

b. Visi dan misi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Situbondo. 

c. Struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Situbondo. 

d. Denah lokasi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Situbondo. 

3. Observasi (pengamatan) 

Di sampingteknikwawancara dan teknik dokumentasi, data dalam 

penelitian kualitatif dapat dikumpulkan melalui Teknik Observasi.Teknik 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam 
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objek penelitian.
31

Pengamatan yang hendak dilakukan peneliti adalah 

pengamatan secara langsung. 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, 

yaitu: 

a. Letak geografis PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Situbondo. 

b. Gambaran dan kondisi umum PT. Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Situbondo. 

c. Pengamatan secara langsung penerapan GCG PT. Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Situbondo.  

F. Analisis data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif, Sugiyono mengemukakan pendapat Miles dan Huberman bahwa 

analisis data kualitatif aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaksi  melalui 

proses tiga analisa yaitu reduksi data (data reduction), penyajian  data(data 

display), dan penarikan kesimpulan (verificition).
32

 

1. Reduksi data 

Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data yang 

pokok dan penting, membuat kategori isi, berdasarkan huruf besar, huruf 

kecil, dan angka. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data.
33
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2. Penyajian data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian 

data.Jika dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan 

dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya. Melalui penyajian data 

tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, 

sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian dataakan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. 

3. Penarikan kesimpulan 

Dalam tahap ini adalah tahap terakhir, yakni tahap pengambilan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang sudah diperoleh akan 

diverifikasi dengan bukti-bukti yang valid dan konsisiten dan apabila 

terbukti maka kesimpulan adalah kesimpulan yang kredibel.
34

 

G. Keabsahan Data 

Untuk mengecek keabsahan data, disini penulis menggunakan 

triangulasisebagaiteknik.Dimanapengertiannyaadalahteknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan 

hasil wawancara terhadap objek penelitian. 

Untuk mengecek keabsahan data dengan triangulasi sebagai teknik 

maka peneliti mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. Dalam pengecekan keabsahan data disini dilakukan dengan cara 

membandingkan observasi atau pengamatan langsung dengan wawancara 
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terhadap para informan. Selain itu mencari informasi dari berbagai pihak yang 

bersangkutan yang juga tau tentang bagaimana penerapan good corporate 

governancedan bagaimana hasil penerapanGood Corporate Governance 

(GCG) menggunakan kertas kerja self assessment.Pengecekan keabsahan data 

dilakukan karena dikhawatirkan masih adanya kesalahan atau kekeliruan yang 

terlewati oleh penulis. 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

Dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahap.Pertama pra 

lapangan, dimana peneliti menentukan topik penelitian, mencari informasi 

tentang ada tidaknya penerapan good corporate governancedan hasil 

penerapanGood Corporate Governance (GCG) menggunakan kertas kerja self 

assessment.Tahap selanjutnya peneliti terjun langsung ke lapangan atau lokasi 

penelitian untuk mencari data informan serta melakukan observasi, 

dokumentasi dan wawancara terhadap informan atau yang bersangkutan. 

Tahap akhir yaitu penyusunan laporan atau penelitian dengan cara 

menganalisis data atau temuan dari penelitian kemudian memaparkannya 

dengan narasi deskriptif. 

 



BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

1. Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri  

Hadir dengan Cita-Cita Membangun Negeri.Nilai-nilai 

perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah 

tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak 

awal pendiriannya.Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya 

merupakan hikmah  sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 

1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak 

Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di 

panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif 

yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak 

terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan 

nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis 

luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan 

merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. 

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki 

oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara 

dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha 

keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan 

beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat 

bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank 

43 
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(Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) 

menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 

31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan 

menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas 

baru BSB.Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri 

melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan 

Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan 

perbankan syariah di  kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai 

respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi 

peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking 

system).Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa 

pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk 

melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional 

menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan 

Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga 

kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang 

beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah 

Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 

23 tanggal 8 September 1999.Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi 

bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia  melalui 

SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, 

melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 

1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank 
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Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, 

PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin 

tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.PT Bank 

Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh  sebagai bank yang mampu 

memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi 

kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai 

rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri 

dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.BSM hadir untuk bersama 

membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.
35

 

Bank Syariah Mandiri juga mendirikan cabang diberbagai kota, 

termasuk di kota Situbondo. BSM yang terletak di kota Situbondo berdiri 

pada tanggal 29 Desember 2010. Dengan nama PT. Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabangp Situbondo yang kemudian pada tahun 2017 

berubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Situbondo, 

dengan lokasi kantor berada di Jalan Pemuda No 187 Situbondo, Jawa 

Timur.
36

 

2. Visi, Misi, dan Tagline PT. Bank Syariah Mandiri  

a. Visi 

“Bank Syariah Terdepan dan Modern (The Leading and Modern 

Sharia Bank)”. Bank Syariah Terdepan: menjadi bank syariah yang 

selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia 

pada segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate. 
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Bank Syariah Mandiri, “Sejarah”, sumber diakses pada 19 Mei 2017 dari 

http://www.syariahmandiri.co.id/2010/02/sejarah/.  
36

Dokumentasi, Situbondo, 18 Mei 2017. 

http://www.syariahmandiri.co.id/2010/02/sejarah/
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Bank Syariah Modern: menjadi bank syariah dengan sistem layanan 

dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah. 

b. Misi  

1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata 

industri yang berkesinambungan. 

2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi 

yang melampaui harapan nasabah. 

3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran 

pembiayaan pada segmen ritel. 

4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal. 

5) Mengembangkan manajement talenta dan lingkungan kerja yang 

sehat. 

6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 

c. Tagline 

“Terdepan, Modern, Menentramkan”. Terdepan adalah 

komitmen BSM untuk selalu menjadi bank syariah yang terbaik dan 

terbesar. Modern adalah komitmen BSM untuk terus berinovasi baik 

dari sisi produk, layanan, teknologi dan sumber daya manusia yang 

profesional sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan perbankan 

syariah. Menentramkan adalah komitmen BSM untuk memberikan 

rasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas perbankan sesuai 

prinsip syariah bagi seluruh stakeholder.
37
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3. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Situbondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Situbondo 

B. Penyajian Data dan Analisis 

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data 

dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan 

analisa data yang relevan.Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam 

peneltian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan sebagai alat untuk mendukung 

penelitian ini.Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang 

mengacu pada fokus masalah. 

BRANCH MANAGER 

Siti Masfufah Muftiani 

Micro Banking 

Manager 

Branch Operation and 

Service Manager 

 Faqih Ardiyanto 

Consumer Banking 

Relationship Manager 

 Achmad Maulana 

 Renato Ghaniyado I 

 Micro Analys 

 Admin Micro 

 Micro Financing 

Sales 

 Collection  

 Junior Consumer 

Banking Relationship 

Manager 

 Shariah Funding 

Executive 

 Sales Force 

 Custumer Service 

 General Support 

Staff 

 Teller 
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1. Penerapan Good Corporate Governance PT. BSM Kantor Cabang 

Situbondo. 

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi 

kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang 

berlaku umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan 

kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip GCG. 

Hal ini disampaikan oleh BapakAchmad Maulana sebagai 

Customer Banking Relationship Manager saat saya temui di kantornya, 

beliau menyampaikan bahwa: 

Dalam setiap kegiatan usahanya Bank Umum Syariah wajib 

menerapkan prinsip GCG dan berpedoman pada prinsip GCG yang ada. 

Karena dengan berpedoman pada prinsip GCG bank tersebut dapat 

dikatakan bank yang sehat.Begitu juga dengan BSM termasuk bank yang 

sehat karena jika tidak sehat maka BSM tidak akan menerapkan GCG, 

dan juga BSM adalah bank tertua di Indonesia yang sudah pastinya 

menerapkan prinsip GCG.
38

 

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Siti Masfufah Muftiani 

selaku Branch Manager di kantor BSM Kantor Cabang Situbondo, beliau 

menyampaikan: 

Di bank kita BSM sudah menerapkan prinsip GCG mulai dari 

awal berdirinya bank ini sampai saat ini.Seiring dengan keluarnya 

PBI No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG baik bagi 

Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah. Prinsip     

                                                             
38

Achmad Maulana, Wawancara, Situbondo, 22 Mei 2017. 
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GCG sangat perlu diterapkan karena prinsip GCG ini sangat 

penting bagi kelayakan bank itu sendiri, bank tersebut sudah sehat 

atau tidak. Dan juga GCG ini merupakan pertanggung jawaban 

kepada masyarakat bahwa bank tersebut dikelola dengan baik dan 

sehat.
39

 

 

Senada dengan hal tersebut Bapak Faqih Ardiyanto saat saya 

temui di kantornya, beliau mengatakan: 

Penerapan prinsip GCG itu sangatlah penting bagi setiap 

perusahan yang bergerak. Prinsip-prinsip GCG diperlukan dalam 

rangka menciptakan transparansi, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, profesional, kewajaran dan kesetaraan 

kepada semua pemangku kepentingan. Salah satu contoh 

penerapan prinsip GCG semisal transparansi, terkait transparansi 

kondisi keuangan dan non keuangan, kita sampaikan laporan 

keuangan kita setiap 3 bulan sekali secara tepat waktu. Itu kita 

sampaikan semua laporan keuangan kita, posisi keuangan kita 

seperti apa, kita publikasikan di surat kabar maupun di website 

kita. Jadi seluruh orang nih yang mau tau laporan keuangan kita 

bisa dengan mudah di akses di website kita. Jadi kita memang 

benar-benar transparan.
40

 

 

Jadi, penerapan prinsip GCG sangat  penting dilakukan dan harus 

menerapkan prinsip-prinsip GCG yang telah ditetapkan oleh PBI 

No.11/33/PBI/2009 karena penerapan GCG menjadi kebutuhan bagi 

setiap perusahaan dan organisasi, dan juga menetukan kelayakan bank itu 

sendiri sudah termasuk bank yang sehat atau tidak. GCG juga sebagai 

pertanggung jawaban kepada masyarakat apakah bank tersebut baik atau 

tidak. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan ini 

terkait dengan proses penerapan good corporate governancedapat 

disimpulkan bahwa penerapan prinsip GCG pada PT Bank Syariah 
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Siti Masfufah Muftiani, Wawancara, Situbondo, 22 Mei 2017. 
40
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Mandiri Kantor Cabang Situbondo dari waktu ke waktu disesuaikan 

dengan kebutuhan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, meskipun 

belum semua maksimal. Proses penerapan tersebut dilakukan secara 

bertahap dan bertujuan untuk kemajuan perusahaan. Pada saat ini, prinsip 

transparansi, responsibilitas, dan independensi telah dijalankan dengan 

cuku baik. Sedangkan, untuk akuntabilitas dan kewajaran meskipun telah 

diterapkan namun masih memerlukan perbaikan untuk kedepannya. 

2. Hasil penerapan Good Corporate Governance di PT. Bank Syariah 

Mandiri menggunakan Kertas Kerja Self Assessment. 

Sebagai wujud komitmen BSM terhadap Surat Edaran OJK 

NO.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, untuk memastikan penerapan 

prinsip-prinsip GCG maka BSM secara rutin telah melaksanakan self 

assessment. 

Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Faqih Ardiyanto sebagai 

Branch Operation and Service Manager, beliau menyampaikan: 

Menggunakan kertas kerja self assessment memang rutin 

dilakukan oleh BSM sebagai bentuk penerapan prinsip GCG. 

Dengan self assessment juga akan mengetahui BSM termasuk 

dalam kategori seperti apa dalam penerapan dan laporan prinsip 

GCG. Dengan menggunakan self assessment kita juga 

mengetahui laporan apa yang tidak boleh terjadi dan harus 

diperbaiki serta dipertanggung jawabkan dalam melakukan 

penerapan GCG.
41

 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Achmad Maulana 

yang pada saat saya temui di kantornya, beliau menyampaikan: 
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Menggunakan kertas kerja self assessment bisa membantu sebuah 

perusahaan atau organisasi dalam mengetahui bagaimana 

penerapan prinsip GCG yang dilakukan begitu juga dengan BSM. 

Laporan pelaksanaan GCG di BSM dengan menggunakan self 

assessment selalu dilakukan tiap akhir tutup buku yang setiap 

tahunnya dibagi menjadi dua semester. Setiap selesai laporan 

pelaksanaan GCG dengan self assessment, BSM melakukan 

evaluasi hal-hal yang harus dihindari dan hal-hal yang harus 

dilakukan.
42

 

 

Jadi, Kertas Kerja Self Assessment sangat membantu dalam 

penerapan dan laporan pelaksanaan GCG yang dilakukan. Menggunakan 

self assessment juga bisa mengetahui termasuk dalam kategori seperti apa 

bank tersebut, sudah layak atau tidak dalam penerapan prinsip GCG. 

a. Analisis Hasil Self Assessment PT. Bank Syariah Mandiri. 

Kertas Kerja Self Assessment Good Corporate 

Governance(Berdasarkan Surat Edaran BI NO.12/13/DPbS Tanggal 

30 April 2010) 

Tabel 2.A 

1) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 

 
FAKTOR 

PERING

KAT 

A Persyaratan Dewan Komisaris  

Kriteria/Indikator Analisis Self Assessment 

 1. Jumlah, komposisi, kriteria, 

rangkap jabatan, hubungan 

keluarga, dan persyaratan lain 

bagi anggota Dewan Komisaris 

tunduk kepada ketentuan Bank 

Indonesia. 

 

2. Mantan anggota Direksi BUS 

1. Seluruhnya persyaratan 

Dewan Komisaris di BSM 

telah tunduk kepada Bank 

Indonesia. 

2. Tidak ada mantan anggota 

Direksi yang menjabat 

sebagai komisaris. 

3. Pada saat pengangkatan 
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tidak dapat menjadi Komisaris 

Independen pada BUS yang 

bersangkutan sebelum menjalani 

masa tunggu (cooling off) paling 

kurang selama 6 bulan. 

 

3. Usulan pengangkatan dan/atau 

penggantian anggota Dewan 

Komisaris kepada Rapat Umum 

Pemegang Saham dilakukan 

dengan memperhatikan 

rekomendasi Komite Remunerasi 

dan Nominasi. 

 

4. Dalam hal anggota Komite 

Remunerasi dan Nominasi 

memiliki benturan kepentingan 

(conflict of interest) dengan 

usulan yang direkomendasikan, 

maka dalam usulan tersebut 

wajib diungkapkan adanya 

benturan kepentingan serta 

pertimbangan-pertimbangan yang 

mendasari usulan tersebut. 

dan/atau penggantian 

anggota Dewan Komisaris 

sudah memperhatikan 

rekomendasi Komite 

Remunerasi dan Nominasi. 

4. Dalam hal anggota Komite 

Remunerasi dan Nominasi 

memiliki benturan 

kepentingan (conflict of 

interest) dengan usulan 

yang direkomendasikan, 

maka ada usulan tersebut 

telah diungkapkan adanya 

benturan kepentingan serta 

pertimbangan yang 

mendasari usulan tersebut. 

B Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 2 

Kriteria/Indikator Analisis Self Assessment 

 1. Dewan Komisaris wajib 

melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab sesuai dengan 

prinsip-prinsip GCG. 

 

2. Dewan Komisaris wajib 

melaksanakan pengawasan atas 

terselenggaranya pelaksanaan 

GCG dalam setiap kegiatan usaha 

BUS pada seluruh tingkatan atau 

jenjang organisasi. 

 

3. Dewan Komisaris wajib 

melaksanakan pengawasan 

terhadap pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab Direksi, serta 

memberikan nasihat kepada 

Direksi. 

 

1. Dewan Komisaris telah 

melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab sesuai 

dengan prinsip-prinsip 

GCG. 

2. Dewan Komisaris telah 

melakukan pengawasan atas 

terselenggaranya 

pelaksanaan GCG dalam 

setiap kegiatan usaha BSM 

pada seluruh tingkatan atau 

jenjang organisasi. 

3. Dewan Komisaris telah 

melaksanakan pengawasan 

terhadap pelaksanaan tugas 

dan tanggung jawab 

Direksi, serta telah 

memberukan nasehat 

kepada Direksi. 
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4. Dalam melakukan pengawasan, 

Dewan Komisaris wajib 

memantau dan mengevaluasi 

pelaksanaan kebijakan strategi 

BUS. 

 

5. Dalam melakukan pengawasan, 

Dewan Komisaris dilarang 

terlibat dalam pengambilan 

keputusan kegiatan operasional di 

BUS, kecuali pengambilan 

keputusan untuk pemberiaan 

pembiayaan kepada Direksi 

sepanjang BUS atau dalam Rapat 

Umum Pemegang Saham. 

 

6. Dewan Komisaris wajib 

memastikan bahwa Direksi telah 

menindaklanjuti temuan audit 

dan/atau rekomendasi dari hasil 

pengawasan Bank Indonesia, 

auditor intern, Dewan Pengawas 

Syariah dan/atau auditor ekstern. 

 

7. Dewan Komisaris wajib 

memberitahukan secara tertulis 

kepada Bank Indonesia paling 

lambat 7 hari kerja sejak 

ditemukannya:  

a. Pelanggaran peraturan 

perundang-undangan di 

bidang keuangan dan 

perbankan; dan 

b. Suatu kondisi yang dapat 

membahayakan kelangsungan 

usaha BUS. 

 

8. Dalam rangka mendukung 

efektivitas pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawabnya, Dewan 

Komisaris wajib membentuk 

paling kurang: 

a. Komite Pemantau Resiko; 

b. Komite Remunerasi dan 

Nominasi; dan 

c. Komite Audit. 

4. Dewan Komisaris telah 

memantau dan 

mengevaluasi pelaksanaan 

kebijakan strategi BSM. 

5. Dewan Komisaris tidak 

terlibat dalam pengambilan 

keputusan kegiatan 

operasional BSM, kecuali 

pengambilan keputusan 

untuk pemberian 

pembiayaan kepada Direksi 

sepanjang kewenangan 

Dewan Komisaris 

ditetapkan dalam Anggaran 

Dasar BSM atau dalam 

Rapat Umum Pemegang 

Saham. 

6. Dewan Komisaris telah 

memastikan bahwa Direksi 

telah menindaklanjuti 

temuan audit dan/atau 

rekomendasi dari hasil 

pengawasan bank 

Indonesia, auditoe intern, 

Dewan Pengawas Syariah 

dan/atau auditor ekstern. 

7. Dewan Komisaris telah 

memberitahukan secara 

tertulis kepada BI paling 

lambat 7 hari kerja sejak 

ditemukan pelanggaran 

peraturan perundang-

undangan di bidang 

keuangan dan perbankan, 

dan keadaan atau perkiraan 

keadaan yang dapat 

membahayakan 

kelangsungan usaha BSM. 

8. Dewan Komisaris telah 

membentuk Komite 

Pemantauan Resiko, 

Komite Remunerasi dan 

Nominasi, dan Komite 

Audit. 

9. Pengangkatan anggota 

Komite ditetapkan oleh 
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9. Pengangkatan anggota komite 

ditetapkan oleh Direksi 

berdasarkan keputusan rapat 

Dewan Komisaris. 

 

10. Dewan Komisaris wajib 

memastikan bahwa komite yang 

telah dibentuk menjalankan 

tugasnya secara efektif. 

 

11. Dewan Komisaris wajib memiliki 

pedoman dan tata tertib kerja 

setiap komite. 

 

12. Pedoman dan tata tertib kerja 

komite harus dievaluasi dan 

dilakukan pengkinian secara 

terbuka. 

 

13. Dewan Komisaris wajib memiliki 

pedoman dan tata tertib yang 

bersifat mengikat bagi setiap 

anggota Dewan Komisaris. 

 

14. Pedoman dan tata tertib kerja 

paling kurang mencantumkan: 

a. Waktu kerja; dan 

b. Pengaturan rapat. 

 

15. Anggota Dewan Komisaris wajib 

menyediakan waktu yang cukup 

untuk melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya secara 

optimal. 

Direksi berdasarkan 

keputusan Rapat Dewan 

Komisaris. 

10. Dewan Komisaris telah 

memastikan bahwa komite 

yang telah dibentuk 

menjalankan tugasnya 

secara efektif. 

11. Dewan Komisaris telah 

memiliki pedoman dan tata 

tertib kerja pada Komite 

Audit dengan No.13/001-

SKB/KOM.DIR; Komite 

Pemantau Resiko dengan 

No.13/002-

SKB/KOM.DIR; Komite 

Remunerasi dan Nominasi  

dengan No.09/004-

SKB/KOM.DIR. 

12. Pedoman dan tata tertib 

kerja telah dievaluasi dan 

dilakukan pengkinian 

secara berkala. 

13. Dewan Komisaris telah 

memiliki pedoman dan tata 

tertib kerja. 

14. Pedoman dan tata tertib 

kerja telah mencantumkan 

waktu kerja dan pengaturan 

rapat. 

15. Dewan Komisaris telah 

menyediakan waktu yang 

cukup untuk melaksanakan 

tugas dan tanggung 

jawabnya. 

C Rapat Dewan Komisaris  

Kriteria/Indikator Analisis Self Assessment 

 1. Rapat Dewan Komisaris wajib 

diselenggarakan paling kurang 1 

kali dalam 2 bulan. 

 

2. Rapat Dewan Komisaris wajib 

dihadiri paling kurang oleh 2/3 

(dua per tiga) dari jumlah 

anggota Dewan Komisaris. 

1. Rapat Dewan Komisaris 

telah diselenggarakan 

minimal sebulan sekali. 

2. Rapat Dewan Komisaris 

dihadiri paling kurang oleh 

2/3 dari jumlah anggota 

Dewan Komisaris. 

3. Rapat Dewan Komisaris 
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3. Rapat Dewan Komisaris wajib 

dipimpin oleh komisaris Utama 

. 

4. Dalam hal Komisaris Utama 

berhalangan hadir maka rapat 

Dewan Komisaris dapat dipimpin 

oleh salah seorang anggota 

Dewan Komisaris. 

 

5. Seluruh keputusan Dewan 

Komisaris yang dituangkan 

dalam risalah rapat merupakan 

keputusan bersama seluruh 

anggota Dewan Komisaris. 

 

6. Hasil rapat Dewan Komisaris 

wajib dituangkan dalam risalah 

rapat dan didokumentasikan 

dengan baik. 

 

7. Dalam hal terdapat perbedaan 

pendapat (dissenting opinions) 

atas hasil keputusan rapat Dewan 

Komisaris, maka perbedaan 

pendapat tersebut wajib 

dicantumkan secara jelas dalam 

risalah rapat beserta alasannya. 

selalu dipimpin oleh 

Komisaris utama. 

4. Komisaris utama tidak 

pernah berhalangan hadir 

ketika rapat Dewan 

Komisaris. 

 

5. Seluruh keputusan Dewan 

Komisaris yang dituangkan 

dalam risalah rapat 

merupakan keputusan 

bersama seluruh anggota 

Dewan Komisaris. 

6. Hasil rapat Dewan 

Komisaris telah dituangkan 

dalam risalah rapat dan 

didokumentasikan dengan 

baik. 

7. Dalam hal terdapat 

perbedaan pendapat 

(dissenting opinions) atas 

hasil keputusan rapat 

Dewan Komisaris, maka 

perbedaan pendapat 

tersebut telah dicantumkan 

secara jelas dalam risalah 

rapat beserta alasannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D Aspek Transparansi Dewan Komisaris 
 

Kriteria/Indikator Analisis Self Assessment 

 1. Anggota Dewan Komisaris wajib 

mengungkapkan: 

a. Kepemilikan saham yang 

mencapai 5% atau lebih pada 

BUS yang bersangkutan; 

b. Hubungan keuangan dan 

hubungan keluarga dengan 

pemegang saham pengendali, 

anggota Dewan Komisaris 

lain dan/atau anggota 

Direksi; dan 

c. Rangkap jabatan pada 

perusahaan atau lembaga 

lain. 

1. Anggota Dewan Komisaris 

telah mengungkapkan: 

a. Tidak memiliki saham 

baik di BSM maupun di 

perusahaan lain. 

b. Tidak memiliki 

hubungan keuangan, 

kekeluargaan sampai 

dengan derajat kedua 

dengan anggota Dewan 

Komisaris lainnya 

dan/atau anggota 

Direksi. 

c. Rangkap jabatan pada 
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2. Anggota Dewan Komisaris 

dilarang memanfaatkan BUS 

untuk kepentingan pribadi, 

keluarga, dan/atau pihak lain 

yang dapat mengurangi asset 

atau mengurangi keuntungan 

BUS. 

 

3. Anggota Dewan Komisaris 

dilarang mengambil dan/atau 

menerima keuntungan pribadi 

dari BUS selain remunerasi dan 

fasilitas lainnya yang ditetapkan 

Rapat Umum Pemegang Saham. 

 

4. Anggota Dewan Komisaris wajib 

mengungkapkan remunerasi dan 

fasilitas pada laporan 

pelaksanaan GCG sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Bank 

Indonesia ini. 

perusahaan atau 

lembaga lain. 

2. Anggota Dewan Komisaris 

tidak memanfaatkan BSM 

untuk kepentingan pribadi, 

keluarga dan/atau pihak 

lain. 

3. Anggota Dewan Komisaris 

tidak mengambil dan/atau 

menerima keuntungan 

pribadi dari BSM selain 

remunerasi dan fasilitas 

lainnya yang ditetapkan 

RUPS. 

4. Anggota Dewan Komisaris 

telah mengungkapkan 

remunerasi dan fasilitas 

pada laporan pelaksanaan 

GCG BSM. 

 

2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 

 
FAKTOR 

PERING

KAT 

A Persyaratan Direksi  

Kriteria/Indikator Analisis Self Assessment 

 1. Jumlah, kriteria, rangkap 

jabatan, hubungan keluarga, dan 

persyaratan lain bagi anggota 

Direksi tunduk kepada 

ketentuan Bank Indonesia. 

 

2. Usulan pengakatan dan/atau 

penggantian anggota Direksi 

kepada Rapat Umum Pemegang 

Saham, dilakukan dengan 

memperhatikan rekomendasi 

Komite Remunerasi dan 

Nominasi. 

 

 

 

1. Seluruh persyaratan Direksi 

telah tunduk kepada 

ketentuan BI. 

2. Pada saat pengangkatan 

dan/atau penggantian 

anggota Direksi telah 

memperhatikan 

rekomendasi Komite 

Remunerasi dan Nominasi 
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B Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 2 

Kriteria/Indikator Analisis Self Assessment 

 1. Direksi bertanggung jawab 

penuh atas pelaksanaan 

pengelolaan BUS berdasarkan 

prinsip kehati-hatian dan prinsip 

syariah. 

 

2. Direksi wajib mengelola BUS 

sesuai dengan kewenangan dan 

tanggung jawabnya 

sebagaimana diatur dalam 

Anggaran Dasar BUS dan 

peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

3. Direksi wajib melaksanakan 

GCG dalam setiap kegiatan 

usaha BUS pada seluruh 

tingkatan atau jenjang 

organisasi. 

 

4. Direksi wajib menindaklanjuti 

temuan audit dan/atau 

rekomendasi dari hasil 

pengawasan Bank Indonesia, 

auditor intern, Dewan Pengawas 

Syariah dan/atau auditor 

ekstern. 

 

5. Dalam rangka melaksanakan 

GCG, Direksi wajib memiliki 

fungsi paling kurang: 

a. Audit intern; 

b. Manajement resiko dan 

komite manajement resiko; 

dan 

c. Kepatuhan. 

 

6. Direksi wajib 

mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan tugasnya kepada 

pemegang saham melalui Rapat 

Umum Pemegang Saham. 

 

7. Direksi harus mengungkapkan 

1. Direksi telah bertanggung 

jawab penuh atas 

pelaksanaan pengelolaan 

BSM berdasarkan prinsip 

kehati-hatian dan prinsip 

syariah. 

2. Direksi telah mengelola 

BSM sesuai dengan 

kewenangan dan tanggung 

jawabnya sebagaimana 

diatur dalam Anggaran 

Dasar BSM dan peraturan 

perundang-undangan yang 

berlaku. 

3. Direksi telah melaksanakan 

GCG dalam setiap kegiatan 

usaha BSM pada seluruh 

tingkatan atau jenjang 

organisasi. 

4. Direksi telah 

menindaklanjuti temuan 

audit dan/atau rekomendasi 

dari hasil pengawasan Bank 

Indonesia, auditor intern, 

Dewan Pengawas Syariah 

dan/atau auditor ekstern. 

5. Direksi telah memiliki 

fungsi Audit Intern, 

Manajement Resiko dan 

Komite, Manajement 

Resiko dan Kepatuhan dan 

masing-masing telah 

memiliki SK. 

 

6. Direksi telah 

mempertanggung jawabkan 

pelaksanaan tugasnya 

kepada pemegang saham 

melalui RUPS. 

7. Direksi telah 

mengungkapkan kepada 

pegawai kebijakan BSM 

yang bersifat strategis di 

bidang kepegawaian. 
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kepada pegawai kebijakan BUS 

yang bersifat strategis di bidang 

kepegawaian. 

 

8. Anggota direksi dilarang 

memberikan kuasa umum 

kepada pihak lain yang 

mengakibatkan pengalihan 

tugas dan fungsi direksi. 

 

9. Direksi hanya dapat 

menggunakan jasa konsultan, 

penasihat, atau yang dapat 

dipersamakan dengan itu 

sepanjang memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. Proyek bersifat khusus yang 

sangat diperlukan untuk 

kegiatan usaha BUS; 

b. Didasari oleh kontrak yang 

jelas, yang sekurang-

kurangnya mencakup tujuan, 

ruang lingkup kerja, 

tanggung jawab, jangka 

waktu pelaksanaan 

pekerjaan dan biaya; dan 

c. Konsiltan merupakan pihak 

independen yang profesional 

dan memiliki kualifikasi 

yang cukup untuk 

melaksanakan proyek secara 

efektif dan efisien. 

 

10. Direksi wajib menyediakan data 

dan informasi yang akurat, 

relevan, dan tepat waktu kepada 

Dewan Komisaris dan Dewan 

Pengawas Syariah. 

 

11. Setiap anggota direksi wajib 

memiliki kejelasan tugas dan 

tanggungjawab sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

12. Direksi wajib memiliki 

pedoman dan tata tertib kerja 

8. Anggota Direksi telah 

menjalankan tugasnya 

sesuai yang diamanatkan 

PBI, dan tidak memberikan 

kuasa umum kepada pihak 

lain (yang bukan tugas dan 

tanggung jawanya). 

9. Direksi hanya dapat 

menggunakan jasa 

konsultan, penasihat, atau 

yang dapat dipersamakan 

dengan itu sepanjang 

memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a. Proyek bersifat khusus 

yang sangat diperlukan 

untuk kegiatan usaha 

BSM; 

b. Didasari oleh kontrak 

yang jelas, yang 

sekurang-kurangnya 

mencakup tujuan, ruang 

lingkup kerja, tanggung 

jawab, jangka waktu 

pelaksanaan pekerjaan 

dan biaya. 

c. Konsultan merupakan 

pihak independen yang 

profesional dan memiliki 

kualifikasi yang cukup 

untuk melaksanakan 

proyek secara efektif dan 

efisien. 

10. Direksi telah menyediakan 

data dan informasi yang 

akurat, relevan, dan tepat 

waktu kepada Dewan 

Komisaris dan Dewan 

Pengawas Syariah. 

11. Setiap anggota direksi telah 

memiliki kejelasan tugas dan 

tanggungjawab sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

12. Direksi telah memiliki 

pedoman dan tata tertib kerja 

yang bersifat mengikat bagi 
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yang bersifat mengikat bagi 

setiap anggota direksi. 

 

13. Pedoman dan tata tertib kerja 

paling kurang mencantumkan: 

a. Waktu kerja; dan 

b. Pengaturan rapat. 

 

14. Setiap keputusan direksi bersifat 

mengikat dan menjadi tanggung 

jawab seluruh anggota direksi. 

setiap anggota direksi. 

13. Pedoman dan tata tertib kerja 

paling kurang mencantumkan 

waktu kerja dan pengaturan 

rapat. 

14. Setiap keputusan direksi 

bersifat mengikat dan 

menjadi tanggung jawab 

seluruh anggota direksi. 

C Rapat Direksi  

Kriteria/Indikator Analisis Self Assessment 

 1. Setiap kebijakan strategis wajib 

diputuskan melalui rapat 

Direksi. 

 

2. Hasil rapat Direksi wajib 

dituangkan dalam risalah rapat 

dan didokumentasikan dengan 

baik. 

3. Dalam hal terdapat perbedaan 

pendapat, (dissenting opinions) 

atas hasil keputusan rapat 

Direksi, maka perbedaan 

pendapat tersebut wajib 

dicantumkan secara jelas dalam 

risalah rapat beserta alasannya. 

1. Setiap kebijakan dan 

keputusan strategis telah 

diputuskan melalui rapat 

Direksi. 

2. Hasil rapat Direksi telah 

dituangkan dalam risalah 

rapat dan didokumentasikan 

dengan baik. 

3. Dalam hal terdapat 

perbedaan pendapat, 

(dissenting opinions) atas 

hasil keputusan rapat Direksi, 

maka perbedaan pendapat 

tersebut telah dicantumkan 

secara jelas dalam risalah 

rapat beserta alasannya. 

 

D Aspek Transparansi Direksi  

Kriteria/Indikator Analisis Self Assessment 

 1. Anggota Dewan Direksi wajib 

mengungkapkan: 

a. Kepemilikan saham yang 

mencapai 5% atau lebih 

pada BUS yang 

bersangkutan maupun pada 

bank dan perusahaan lain, 

yang berkedudukan di 

dalam dan di luar negeri; 

dan 

b. Hubungan keuangan dan 

hubungan keluarga dengan 

pemegang saham 

pengendali, anggota Dewan 

1. Anggota Dewan Direksi telah 

mengungkapkan: 

a. Tidak memiliki saham 

baik di BSM maupun di 

perusahaan lain. 

d. Tidak memiliki 

hubungan keuangan dan 

kekeluargaan dengan 

pemegang saham 

pengendali, anggota 

Dewan Komisaris 

lainnya dan/atau anggota 

Direksi. 

2. Anggoa Direksitidak 
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Komisaris lain dan/atau 

anggota Direksi lainnya. 

 

2. Anggota Dewan Direksi 

dilarang memanfaatkan BUS 

untuk kepentingan pribadi, 

keluarga, dan/atau pihak lain 

yang dapat mengurangi asset 

atau mengurangi keuntungan 

BUS. 

 

3. Anggota Dewan Direksi 

dilarang mengambil dan/atau 

menerima keuntungan pribadi 

dari BUS selain remunerasi dan 

fasilitas lainnya yang ditetapkan 

Rapat Umum Pemegang 

Saham. 

 

4. Anggota Dewan Direksi wajib 

mengungkapkan remunerasi 

dan fasilitas pada laporan 

pelaksanaan GCG sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Bank 

Indonesia ini. 

memanfaatkan BSM untuk 

kepentingan pribadi, 

keluarga, dan/atau pihak lain. 

3. AnggotaDireksi 

tidakmengambil dan/atau 

menerima keuntungan 

pribadi dari BSM selain 

remunerasi dan fasilitas 

lainnya yang ditetapkan 

RUPS. 

4. Anggota Direksi telah 

mengungkapkan remunerasi 

dan fasilitas pada laporan 

pelaksanaan GCG. 

 

3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite 

 
FAKTOR 

PERING

KAT 

A STRUKTUR DAN Keanggotaan Komite 2 

Kriteria/Indikator Analisis Self Assessment 

 1. Anggota komite pemantauan 

resiko paling kurang terdiri 

dari: 

a. Seorang komisaris 

independen; 

b. Seorang pihak independen 

yang memiliki keahlian di 

bidang perbankan syariah; 

dan 

c. Seorang pihak independen 

yang memiliki keahlian di 

bidang manajement resiko. 

1. Anggota Komite Pemantau 

Resiko terdiri dari 2 orang 

Komisaris Independen, 

seorang pihak Independen 

yang memiliki keahlian di 

bidang perbankan Syariah, 

dan seorang pihak 

independen yang memiliki 

keahlian di bidang 

manajemen resiko. 

2. Dilihat dari riwayat singkat 

anggota komite pemantauan 
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2. Anggota komite pemantauan 

resiko wajib memiliki 

integritas dan reputasi 

keuangan yang baik. 

 

3. Komite pemantauan resiko 

diketuai oleh komisaris 

independen. 

 

4. Anggota direksi dilarang 

menjadi anggota komite 

pemantauan resiko. 

 

5. Mayoritas anggota komisaris 

yang menjadi anggota komite 

pemantauan resiko harus 

merupakan komisaris 

independen. 

 

6. Anggota komite remunerasi 

dan nominasi paling kurang 

terdiri dari: 

a. 2 orang komisaris 

independen; dan 

b. Seorang pejabat eksekutif 

yang membawahi sumber 

daya manusia. 

 

7. Komite remunerasi dan 

nominasi diketuai oleh 

komisaris independen. 

 

8. Anggota direksi dilarang 

menjadi anggota komite 

remunerasi dan nominasi. 

 

9. Mayoritas anggota komisaris 

yang menjadi anggota 

renumerasi dan nominasi harus 

merupakan komisaris 

independen. 

 

10. Anggota komite audit paling 

kurang terdiri dari; 

a. Seorang komisaris 

independen; 

resiko, mereka memiliki 

integritas dan reputasi 

keuangan yang baik. 

3. Komite pemantauan resiko 

diketuai oleh komisaris 

independen. 

4. Anggota direksi tidak ada 

yang menjadi anggota komite 

pemantauan resiko. 

5. Terdapat 2 orang Komisaris 

Independen yang menjadi 

anggota Komite Pemantau 

Resiko. 

6. Anggota Komite Remunerasi 

dan Nominasi terdiri dari 2 

orang Komisaris Independen 

dan 1 orang Pejabat 

Eksekutif yang membawahi 

sumber daya manusia. 

7. Komite remunerasi dan 

nominasi diketuai oleh 

komisaris independen. 

8. Anggota direksi tidak ada 

yang menjadi anggota komite 

remunerasi dan nominasi. 

9. Terdapat 2 orang Komisaris 

Independen yang menjadi 

anggota Komite Remunerasi 

dan Nominasi. 

10. Anggota Komite Audit terdiri 

dari seorang Komisaris 

Independen, seorang pihak 

independen yang memiliki 

keahlian di bidang akuntansi 

dan keuangan, dan seorang 

pihak independen yang 

memiliki keahlian di bidang 

perbankan syariah. 

 

 

 

11. Dilihat dari riwayat singkat 

anggota komite audit telah 

memiliki integritas dan 

reputasi keuangan yang baik. 

12. Komite audit diketuai oleh 
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b. Seorang pihak independen 

yang memiliki keahlian di 

bidang akuntansi 

keuangan; dan 

c. Seorang pihak independen 

yang memiliki keahlian di 

bidang perbankan syariah. 

 

11. Anggota komite audit wajib 

memiliki integritas dan 

reputasi keuangan yang baik. 

 

12. Komite audit diketuai oleh 

komisaris independen. 

 

13. Anggota direksi dilarang 

menjadi anggota komite audit. 

 

14. Mayoritas anggota komisaris 

yang menjadi anggota komite 

audit harus merupakan 

komisaris independen. 

 

15. Mantan anggota direksi BUS 

tidak dapat menjadi pihak 

independen sebelum menjalani 

masa tunggu (colling off) 

paling kurang selama 6 bulan 

komisaris independen. 

13. Tidak ada anggota direksi 

yang menjadi anggota komite 

audit. 

14. Dari 5 orang anggota Komite 

Audit, hanya 1 orang yang 

merupakan anggota 

Komisaris. 

15. Mantan anggota direksi BSM 

tidak ada yang menjadi pihak 

independen di BSM. 

B Jabatan Rangkap Ketua Komite  

Kriteria/Indikator Analisis Self Assessment 

 1. Ketua komite hanya dapat 

merangkap jabatan sebagai 

ketua komite paling banyak 

pada 1 komite yang lainnya 

pada BUS yang sama. 

1. Terdapat seorang ketua 

Komite Audit yang 

merangkap sebagai Ketua 

Komite Pemantau Resiko. 

 

C Rapat Komite  

Kriteria/Indikator Analisis Self Assessment 

 1. Hasil rapat komite wajib 

dituangkan dalam risalah rapat 

dan didokumentasikan dengan 

baik. 

1. Hasil rapat komite telah 

dituangkan dalam risalah 

rapat dan didokumentasikan 

dengan baik. 
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4) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas 

Syariah 

 
FAKTOR 

PERING

KAT 

A Persyaratan Dewan Pengawas Syariah  

Kriteria/Indikator Analisis Self Assessment 

 1. Jumlah, kriteria, rangkap 

jabatan dan persyaratan lain 

bagi Dewan Pengawas Syariah 

tunduk kepada ketentuan Bank 

Indonesia. 

 

2. Usulan pengangkatan dan/atau 

penggantian anggota Dewan 

Pengawas Syariah kepada 

Rapat Umum Pemegang 

Saham dilakukan dengan 

memperhatikan rekomendasi 

Komite Remunerasi dan 

Nominasi. 

 

3. Masa jabatan anggota Dewan 

Pengawas Syariah paling lama 

sama dengan masa jabatan 

anggota Direksi atau Dewan 

Komisaris. 

 

1. Seluruh persyaratan Dewan 

Pengawas Syariah telah 

tunduk kepada ketentuan BI. 

2. Pada saat pengangkatan 

dan/atau penggantian anggota 

Dewan Pengawas Syariah 

telah dilakukan dengan 

memperhatikan rekomendasi 

Komite Remunerasi dan 

Nominasi. 

3. Masa jabatan anggota Dewan 

Pengawas Syariah paling 

lama sama dengan masa 

jabatan anggota Direksi atau 

Dewan Komisaris. 

 

B Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah 1 

Kriteria/Indikator Analisis Self Assessment 

 1. Dewan Pengawas Syariah 

wajib melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab sesuai dengan 

prinsip-prinsip GCG. 

 

2. Tugas dan tanggung jawab 

Dewan Pengawas Syariah 

adalah memberikan nasihat dan 

saran kepada Direksi serta 

mengawasi kegiatan Bank agar 

sesuai dengan prinsip syariah. 

 

3. Pelaksanaan tugas dan 

1. Dewan Pengawas Syariah 

telah melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab sesuai 

dengan prinsip-prinsip GCG. 

2. Dewan Pengawas Syariah 

telah melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya dengan 

memberikan nasihat dan 

saran kepada Direksi serta 

mengawasi kegiatan BSM 

agar sesuai dengan prinsip 

syariah. 

3. Tugas dan tanggung jawab 
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tanggung jawab Dewan 

Pengawas Syariah meliputi 

antara lain: 

a. Menilai dan memastikan 

prinsip syariah atas 

pedoman operasional dan 

produk yang dikeluarkan 

bank; 

b. Mengawasi proses 

pengembangan produk 

bank agar sesuai dengan 

Fatwa Dewan Syariah 

Nasional-Majelis Ulama 

Indonesia; 

c. Meminta fatwa kepada 

Dewan Syariah Nasional-

majelis Ulama Indonesia 

untuk produk baru bank 

yang belum ada fatwanya; 

d. Melakukan review secara 

berkala atas pemenuhan 

prinsip syariah terhadap 

mekanisme penghimpunan 

dana dan penyaluran dana 

serta pelayanan jasa bank; 

dan 

e. Meminta data dan 

informasi terkait dengan 

aspek syariah dari satuan 

kerja bank dakam rangka 

pelaksanaan tugasnya. 

 

4. Dewan Pengawas Syariah 

wajib menyampaikan laporan 

Hasil Pengawasan Dewan 

Pengawas Syariah secara 

semesteran. 

 

5. Laporan wajib disampaikan 

kepada Bank Indonesia paling 

lambat 2 bulan setelah periode 

semester dimaksud berakhir. 

 

6. Pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab dan tata cara 

penyampaian laporan akan 

Dewan Pengawas Syariah 

adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan masukan 

bahwa produk dan 

layanan BSM telah sesuai 

dengan fatwa yang 

dukeluarkan DSN-MUI. 

b. Mengawasi proses 

pengembangan produk 

baru BSM agar sesuai 

dengan fatwa DSN-MUI. 

c. Meminta fatwa kepada 

DSN-MUI untuk produk 

baru BSM yang belum 

ada fatwanya. 

d. Melakukan review secara 

berkala atas pemenuhan 

prinsip syariah terhadap 

mekanisme 

penghimpunan dana dan 

penyaluran dana serta 

pelayanan jasa BSM. 

e. Meminta data dan 

informasi terkait dengan 

aspek syariah dari satuan 

kerja BSM dalam rangka 

pelaksanaan tugasnya. 

 

 

4. Dewan Pengawas Syariah 

telah menyampaikan laporan 

Hasil Pengawasan Dewan 

Pengawas Syariah secara 

semesteran. 

5. Laporan BSM disampaikan 

kepada BI secara tepat 

waktu. 

 

6. Pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab serta tata 

cara penyampaian laporan 

akan diatur lebih rinci dalam 

Surat Edaran bank Indonesia. 

7. Anggota Dewan Pengawas 

syariah telah menyediakan 

waktu yang cukup untuk 
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diatur lebih rinci dalam Surat 

Edaran bank Indonesia. 

 

7. Anggota Dewan Pengawas 

syariah wajib menyediakan 

waktu yang cukup untuk 

melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab secara 

optimal. 

melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab secara 

optimal. 

C Rapat Dewan Pengawas Syariah  

Kriteria/Indikator Analisis Self Assessment 

 1. Rapat Dewan Pengawas 

Syariah wajib dilaksanakan 

paling kurang 1 kali dalam 1 

bulan. 

 

2. Pengambilan keputusan rapat 

Dewan Pengawas Syariah 

dilakukan berdasarkan 

musyawarah mufakat. 

 

3. Seluruh keputusan Dewan 

Pengawas Syariah yang 

dituangkan dalam risalah rapat 

merupakan keputusan bersama 

seluruh anggota Dewan 

Pengawas Syariah. 

 

4. Hasil rapat Dewan Pengawas 

Syariah wajib dituangkan 

dalam risalah rapat dan di 

dokumentasikan dengan baik. 

1. Rapat Dewan Pengawas 

Syariah pada semester 1 

diselenggarakan sebanyak 10 

kali rapat, dan pada semeter 

II diselenggarakan sebanyak 

7 kali rapat. 

2. Pengambilan keputusan rapat 

Dewan Pengawas Syariah 

dilakukan berdasarkan 

musyawarah mufakat. 

3. Seluruh keputusan Dewan 

Pengawas Syariah yang 

dituangkan dalam risalah 

rapat merupakan keputusan 

bersama seluruh anggota 

Dewan Pengawas Syariah. 

4. Hasil rapat Dewan Pengawas 

Syariah telah dituangkan 

dalam risalah rapat dan di 

dokumentasikan dengan baik. 

 

D Aspek Transparansi Dewan Pengawas Syariah  

Kriteria/Indikator Analisis Self Assessment 

 1. Anggota Dewan Pengawas 

Syariah wajib mengungkapkan 

rangkap jabatan sebagai 

anggota Dewan Pengawas 

Syariah pada lembaga 

keuangan syariah lain dalam 

laporan pelaksanaan GCG 

sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Bank Indonesia. 

 

2. Anggota Dewan Pengawas 

1. Anggota Dewan Pengawas 

Syariah telah 

mengungkapkan rangkap 

jabatan sebagai anggota 

Dewan Pengawas Syariah 

pada lembaga keuangan 

syariah lain dalam laporan 

pelaksanaan GCG 

sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Bank Indonesia. 

2. Anggota DPS tidak 
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Syariah dilarang 

memanfaatkan BUS untuk 

kepentingan pribadi, keluarga 

dan/atau pihak lain yang dapat 

mengurangi aset atau 

mengurangi keuntungan BUS. 

 

3. Anggota Dewan Pengawas 

Syariah dilarang mengambil 

dan/atau menerima keuntungan 

pribadi dari BUS selain 

renumerasi dan fasilitas 

lainnya yang ditetapkan Rapat 

Umum Pemegang Saham. 

 

4. Anggota Dewan Pengawas 

Syariah wajib mengungkapkan 

remunerasi dan fasilitas pada 

laporan pelaksanaan GCG 

sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Bank Indonesia. 

 

5. Anggota Dewan Pengawas 

Syariah dilarang merangkap 

jabatan sebagai konsultan di 

seluruh Bank Umum Syariah. 

memanfaatkan untuk 

kepentingan pribadi, keluarga 

dan/atau pihak lain. 

3. Anggota Dewan Pengawas 

Syariah tidak mengambil 

dan/atau menerima 

keuntungan pribadi dari BUS 

selain renumerasi dan 

fasilitas lainnya yang 

ditetapkan RUPS. 

4. Anggota DPS telah 

mengungkapkan remunerasi 

dan fasilitas pada laporan 

pelaksanaan GCG 

sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Bank Indonesia. 

5. Anggota Dewan Pengawas 

Syariah tidak merangkap 

jabatan sebagai konsultan di 

seluruh Bank Umum Syariah. 

 

5) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan 

Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa. 

 
FAKTOR 

PERING

KAT 

A Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana 

dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa 

2 

Kriteria/Indikator Analisis Self Assessment  

 1. BUS wajib melaksanakan 

pemenuhan Prinsip Syariah 

dalam kegiatan operasional 

BUS sebagaimana diatur 

dalam ketentuan Bank 

Indonesia tentang pelaksanaan 

prinsip syariah dalam 

penghimpunan dana dan 

penyaluran dana serta 

1. Hasil pengawasan terhadap 

kegiatan BSM meliputi 

penghimpunan dana, 

penyaluran dana, serta 

pelayanan jasa BSM dan 

bentuk pengawasan berupa 

analisis laporan hasil audit 

intern, penetapan dan 

pemeriksaan jumlah uji petik 
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pelayanan jasa. transaksi, review SOP terkait 

aspek syariah. 

 

6) Penanganan Benturan Kepentingan 

 

FAKTOR 

PERING

KAT 

A Penanganan Benturan Kepentingan 1 

Kriteria/Indikator Analisis Self Assessment  

 1. Dalam hal terjadi benturan 

kepentingan, anggota Dewan 

Komisaris, anggota Direksi 

dan Pejabat Eksekutif dilarang 

mengambil tindakan yang 

dapat mengurangi aset atau 

mengurangi keuntungan BUS. 

 

2. Benturan kepentingan wajib 

diungkapkan dalam setiap 

keputusan.  

 

3. Untuk menghindari 

pengambilan keputusan yang 

berpotensi mengurangi aset 

atau mengurangi keuntungan 

BUS, BUS harus memiliki dan 

menerapkan kebijakan intern 

mengenai: 

a. Peraturan mengenai 

penanganan benturan 

kepentingan yang mengikat 

setiap pengurus dan 

pegawai BUS, antara lain 

tata cara pengambilan 

keputusan; dan; 

b. Administrasi pencatatan, 

dokumentasi dan 

pengungkapan benturan 

kepentingan dimaksud 

dalam risalah rapat. 

1. Dalam hal terjadi benturan 

kepentingan, anggota Dewan 

Komisaris, anggota Direksi 

dan Pejabat Eksekutif tidak 

mengambil tindakan yang 

dapat mengurangi aset atau 

mengurangi keuntungan 

BSM. 

2. Benturan kepentingan telah 

diungkapkan dalam setiap 

keputusan. 

 

3. Untuk menghindari 

pengambilan keputusan yang 

berpotensi mengurangi aset 

atau mengurangi keuntungan 

BSM, BSM telah memiliki 

dan menerapkan kebijakan 

intern mengenai: 

a. Peraturan mengenai 

penanganan benturan 

kepentingan yang 

mengikat setiap pengurus 

dan pegawai BSM, antara 

lain tata cara pengambilan 

keputusan. 

b. Administrasi 

pencatatan,dokumentasi 

dan pengungkapan 

benturan kepentingan 

dimaksud dalam risalah 

rapat. 
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7) Penerapan Fungsi Kepatuhan 

 
FAKTOR 

PERING

KAT 

A Fungsi Kepatuhan 2 

Kriteria/Indikator Analisis Self Assessment 

 1. BUS wajib memiliki 1 orang 

direktur yang bertugas untuk 

memastikan kepatuhan 

terhadap ketentuan Bank 

Indonesia dan peraturan 

perundang-undangan lainnya 

sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Bank Indonesia 

mengenai direktur kepatuhan. 

 

2. Dalam rangka membantu 

pelaksanaan tugas direktur, 

BUS wajib melaksanakan 

fungsi kepatuhan yang 

independen terhadap kesatuan 

kerja operasional. 

 

3. Pelaksanaan fungsi kepatuhan 

harus didukung oleh personil 

yang paling kurang memiliki 

pengetahuan dan/atau 

pemahaman tentang 

operasional perbankan syariah. 

1. BSM memiliki 1 orang 

direktur yang bertugas untuk 

memastikan kepatuhan 

terhadap ketentuan Bank 

Indonesia dan peraturan 

perundang-undangan lainnya 

sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Bank Indonesia 

mengenai direktur kepatuhan. 

2. BSM telah melaksanakan 

fungsi kepatuhan yang 

independen terhadap kesatuan 

kerja operasional untuk 

membantu pelaksanaan tugas 

Direktur. 

3. Pelaksanaan fungsi kepatuhan 

telah didukung oleh personil 

yang memiliki pengetahuan 

dan/atau pemahaman tentang 

operasional perbankan syariah 

dengan pelatihan berjenjang. 

 

 

8) Penerapan Fungsi Audit Intern 

 
FAKTOR 

PERING

KAT 

A Fungsi Audit Intern 2 

Kriteria/indikator Analisis Self Assessment 

 1. BUS wajib menerapkan fungsi 

audit intern yang efektif 

sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Bank Indonesia 

mengenai penerapan standart 

pelaksanaan fungsi audit intern 

1. BSM telah menerapkan fungsi 

audit intern yang efektif 

sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Bank Indonesia 

mengenai penerapan standart 

pelaksanaan fungsi audit intern 
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bank umum. 

 

2. BUS wajib melaksanakan 

fungsi audit intern yang 

independen terhadap satuan 

kerja operasional. 

 

3. Pelaksanaan fungsi audit intern 

harus didukung oleh personil 

dalam jumlah yang memadai 

dan kompeten di bidangnya, 

dengan paling kurang terdapat 

1 personil yang memiliki 

pengetahuan dan/atau 

pemahaman tentang 

operasional perbankan syariah. 

 

4. Laporan hasil audit intern 

terkait pelaksanaan pemenuhan 

prinsip syariah disampaikan 

kepada Dewan pengawas 

Syariah. 

bank umum. 

2. BSM telah melaksanakan 

fungsi audit intern yang 

independen terhadap satuan 

kerja operasional. 

3. Pelaksanaan fungsi audit intern 

telah didukung oleh personil 

dalam jumlah yang memadai 

dan kompeten di bidangnya. 

4. Laporan hasil audit intern 

terkait pelaksanaan 

pemenuhan prinsip syariah 

telah disampaikan kepada 

Dewan pengawas Syariah. 

 

9) Penerapan Fungsi Audit Ekstern 

 
FAKTOR 

PERING

KAT 

A Fungsi Audit Ekstern 1 

Kriteria/Indikator Analisis Self Assessment 

 1. BUS wajib menunjuk Akuntan 

Publik dan Kantor Akuntan 

Publik yang terdaftar di Bank 

Indonesia dalam pelaksanaan 

audit laporan keuangan BUS. 

 

2. Penunjukan Akuntan Publik 

dan Kantor Akuntan Publik 

wajib terlebih dahulu 

memperoleh persetujuan Rapat 

Umum Pemegang Saham 

berdasarkan calon yang di 

ajukan oleh Dewan Komisaris. 

 

1. BSM telah menetapkanKantor 

Akuntan Publik yang terdaftar 

di Bank Indonesia dalam 

pelaksanaan audit laporan 

keuangan BSM. 

2. Penunjukan Akuntan Publik 

dan Kantor Akuntan Publik 

telah terlebih dahulu 

memperoleh persetujuan Rapat 

Umum Pemegang Saham 

berdasarkan calon yang di 

ajukan oleh Dewan Komisaris. 

3. Pelaksanaan audit, 

penunjukkan Akuntan Publik 
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3. Pelaksanaan audit, 

penunjukkan Akuntan Publik 

dan Kantor Akuntan Publik 

wajib memenuhi ketentuan 

Bank Indonesia yang berlaku 

mengenai hubungan antara 

BUS dengan Akuntan Publik 

dan Kantor Akuntan Publik. 

dan Kantor Akuntan Publik 

melalui proses seleksi anatar 

Accounting Division, komite 

Audit, Direksi dan Komisaris 

sebelum diajukan dalam 

RUPS, dantelah memenuhi 

ketentuan Bank Indonesia 

yang berlaku mengenai 

hubungan antara BUS dengan 

Akuntan Publik dan Kantor 

Akuntan Publik. 

 

10) Batas Maksimum Penyaluran Dana 

 
FAKTOR 

PERING

KAT 

A Batas Maksimum Penyaluran Dana 1 

Kriteria/Indikator Analisis Self Assessment 

 1. Pelaksanaan penyaluran dana 

wajib mengikuti ketentuan 

Bank Indonesia mengenai 

batas maksimum penyaluran 

dana. 

1. Pelaksanaan penyaluran dana 

di BSM telah mengikuti 

ketentuan Bank Indonesia 

mengenai batas maksimum 

penyaluran dana. 

 

 

11) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan 

Pelaksanaan GCG, dan Pelaporan Internal 

 
FAKTOR 

PERING

KAT 

A Aspek Transparansi Kondisi Bank 1 

Kriteria/Indikator Analisis Self Assessment 

 1. BUS wajib melaksanakan 

transparansi kondisi keuangan 

dan non-keuangan kepada 

stakeholders. 

 

2. Dalam rangka pelaksanaan 

transparansi kondisi keuangan 

dan non-keuangan, BUS wajib 

menyusun dan menyajikan  

laporan sebagaimana diatur 

1. BSM telah melaksanakan 

transparansi kondisi keuangan 

dan non-keuangan kepada 

stakeholders. 

2. BSM telah menyusun dan 

menyajikan  laporan 

pelaksanaan transparansi 

kondisi keuangan dan non 

keuangan dan didukung oleh 

sistem Business Intellgence 
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dalam ketentuan Bank 

Indonesia tentang Transparansi 

Kondisi Keuangan Bank. 

 

3. BUS wajib melaksanakan 

transparansi informasi 

mengenai produk dan 

penggunaan data nasabah BUS 

sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Bank Indonesia 

tentang Transparansi Informasi 

Produk Bank dan Penggunaan 

Data Pribadi Nasabah. 

 

4. BUS wajib melaporkan kepada 

Bank Indonesia apabila terjadi 

perubahan terhadap: 

a. Pedoman manajement 

resiko termasuk pedoman 

risk control system, sistem 

pengendalian intern, sistem 

teknologi informasi yang 

digunakan dan pedoman 

GCG; 

b. Sistem dan prosedur kerja 

yang digunakan dalam 

kegiatan operasional BUS. 

 

5. BUS wajib menyampaikan 

laporan perubahan kepada 

Bank Indonesia paling lambat 

1 bulan sejak terjadinya 

perubahan atau sesuai jangka 

waktu tertentu apabila diatur 

secara khusus dalam ketentuan 

Bank Indonesia lain yang 

mengatur mengenai 

penyampaian laporan tersebut. 

 

6. BUS wajib melaporkan 

struktur kelompok usaha yang 

terkait dengan BUS termasuk 

badan hukum pemilik BUS 

sampai dengan ultimate 

shareholders kepada Bank 

Indonesia 1 tahun sekali untuk 

Dasboard. 

3. BSM telah melaksanakan 

transparansi informasi 

mengenai produk dan 

penggunaan data nasabah 

BSM sebagaimana diatur 

dalam ketentuan Bank 

Indonesia. 

4. BSM telah melaporkan kepada 

Bank Indonesia apabila terjadi 

perubahan terhadap: 

a. Pedoman manajement 

resiko termasuk pedoman 

risk control system, sistem 

pengendalian intern, 

sistem teknologi informasi 

yang digunakan dan 

pedoman GCG. 

b. Sistem dan prosedur kerja 

yang digunakan dalam 

kegiatan operasional BSM. 

5. BSM telah menyampaikan 

laporan perubahan kepada BI 

secara tepat waktu. 

6. BSM telah melaporkan 

struktur kelompok usaha yang 

terkait dengan BSM termasuk 

badan hukum pemilik BSM 

sampai dengan ultimate 

shareholders kepada Bank 

Indonesia 1 tahun sekali untuk 

posisi akhir tahun dan setiap 

terdapat perubahan struktur 

kelompok usaha yang 

menyebabkan perubahan 

pengendali BSM. 

7. Laporan struktur kelompok 

usaha untuk posisi akhir tahun 

merupakan bagian dari 

Laporan Tahunan BSM. 

8. BSM telah menyampaikan 

laporan perubahan struktur 

kelompok usaha kepada Bank 

Indonesia secara tepat waktu. 
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posisi akhir tahun dan setiap 

terdapat perubahan struktur 

kelompok usaha yang 

menyebabkan perubahan 

pengendali BUS. 

 

7. Laporan struktur kelompok 

usaha untuk posisi akhir tahun 

merupakan bagian dari 

Laporan Tahunan BUS. 

 

8. BUS wajib menyampaikan 

laporan perubahan struktur 

kelompok usaha kepada Bank 

Indonesia paling lambat 1 

bulan setelah terjadinya 

perubahan. 

B Laporan Pelaksanaan GCG 1 

Kriteria/Indikator Analisis Self Assessment 

 1. BUS wajib menyusun laporan 

pelaksanaan GCG pada setiap 

akhir tahun buku. 

 

2. Laporan pelaksanaan GCG 

paling kurang meliputi: 

a. Kesimpulan umum dari 

hasil self assessment atas 

pelaksanaan GCG BUS; 

b. Kepemilikan saham 

anggota Dewan Komisaris, 

hubungan keuangan dan 

hubungan keluarga anggota 

Dewan Komisaris dengan 

pemegang saham 

pengendali, anggota Dewan 

Komisaris lain dan/atau 

anggota Direksi BUS serta 

jabatan rangkap pada 

perusahaan atau lembaga 

lain; 

c. Kepemilikan saham 

anggota Direksi serta 

hubungan keuangan dan 

hubungan keluarga anggota 

Direksi dengan pemegang 

1. BSM telah menyusun laporan 

pelaksanaan GCG pada setiap 

akhir tahun buku. 

2. Laporan pelaksanaan GCG 

BSM meliputi: 

a. Kesimpulan umum dari 

hasil self assessment atas 

pelaksanaan GCG. 

b. Kepemilikan saham 

anggota Dewan Komisaris, 

hubungan keuangan dan 

hubungan keluarga 

anggota Dewan Komisaris 

dengan pemegang saham 

pengendali, anggota 

Dewan Komisaris lain 

dan/atau anggota Direksi 

BUS serta jabatan rangkap 

pada perusahaan atau 

lembaga lain. 

c. Kepemilikan saham 

anggota Direksi serta 

hubungan keuangan dan 

hubungan keluarga 

anggota Direksi dengan 

pemegang saham 
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saham pengendali, anggota 

Dewan Komisaris dan/atau 

Direksi lain; 

d. Rangkap jabatan sebagai 

anggota Dewan Pengawas 

Syariah pada lembaga 

keuangan syariah lainnya; 

e. Daftar konsultan, penasehat 

atau yang dipersamakan 

dengan itu yang digunakan 

oleh BUS; 

f. Kebijakan remunerasi dan 

fasilitas lain (remuneration 

package) bagi Dewan 

Komisaris, Direksi, dan 

Dewan Pengawas Syariah; 

g. Rasio gaji tertinggi dan gaji 

terendah; 

h. Frekuensi rapat Dewan 

Komisaris; 

i. Frekuensi rapat Dewan 

Pengawas Syariah; 

j. Jumlah penyimpangan 

(internal fraund) yang 

terjadi dan uapaya 

penyelesaian oleh BUS; 

k. Jumlah permasalahan 

hukum baik perdata 

maupun pidana dan upaya 

penyelesaian oleh BUS; 

l. Transaksi yang 

mengandung benturan 

kepentingan; 

m. Buy back shares dan/atau 

buy back obligasi BUS; 

n. penyaluran dana untuk 

kegiatan sosial baik jumlah 

maupun pihak penerima 

dana; dan 

o. pendapatan non halal dan 

penggunaannya. 

 

3. Pengungkapan kebijakan 

remunerasi dan fasilitas lain 

(remuneration package) bagi 

Dewan Komisaris, Direksi, dan 

pengendali, anggota 

Dewan Komisaris dan/atau 

Direksi lain. 

d. Rangkap jabatan sebagai 

anggota Dewan Pengawas 

Syariah pada lembaga 

keuangan syariah lainnya. 

e. Daftar konsultan, 

penasehat atau yang 

dipersamakan dengan itu 

yang digunakan oleh 

BSM. 

f. Kebijakan remunerasi dan 

fasilitas lain 

(remuneration package) 

bagi Dewan Komisaris, 

Direksi, dan Dewan 

Pengawas Syariah. 

g. Rasio gaji tertinggi dan 

gaji terendah. 

h. Frekuensi rapat Dewan 

Komisaris. 

i. Frekuensi rapat Dewan 

Pengawas Syariah. 

j. Jumlah penyimpangan 

(internal fraund) yang 

terjadi dan uapaya 

penyelesaian oleh BSM. 

k. Jumlah permasalahan 

hukum baik perdata 

maupun pidana dan upaya 

penyelesaian oleh BSM. 

l. Transaksi yang 

mengandung benturan 

kepentingan. 

m. Buy back shares dan/atau 

buy back obligasi BSM. 

n. penyaluran dana untuk 

kegiatan sosial baik 

jumlah maupun pihak 

penerima dana. 

o. pendapatan non halal dan 

penggunaannya. 

3. Pengungkapan kebijakan 

remunerasi dan fasilitas lain 

(remuneration package) bagi 
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Dewan Pengawas Syariah 

paling kurang mencakup 

jumlah anggota Dewan 

Komisaris, jumlah anggota 

Direksi, jumlah anggota 

Dewan Pengawas Syariah serta 

jumlah keseluruhan gaji, 

tunjangan (benefit), 

kompensasi dalam bentuk 

saham, bentuk remunerasi 

lainnya dan fasilitas yang 

ditetapkan Rapat Umum 

Pemegang Saham. 

 

4. BUS wajib menyampaikan 

laporan pelaksanaan GCG 

kepada pemegang saham dan 

kepada: 

a. Bank Indonesia; 

b. Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia 

(YLKI); 

c. Lembaga Pemeringkat di 

Indonesia; 

d. Perhimpunan Bank-Bank 

Umum Nasional 

(Perbanas); 

e. 1 lembaga penelitian di 

bidang ekonomi dan 

keuangan; dan 

f. 1 majalah ekonomi dan 

keuangan. 

 

5. Bila BUS yang telah memiliki 

homepage wajib 

menginformasikan laporan 

pelaksanaan GCG pada 

homepage BUS paling lambat 

3 bulan setelah tahun buku 

berakhir. 

 

6. BUS dianggap terlambat 

menyampaikan laporan 

pelaksanaan GCG apabila BUS 

menyampaikan laporan 

dimaksud kepada Bank 

Dewan Komisaris, Direksi, 

dan Dewan Pengawas Syariah  

mencakup jumlah anggota 

Dewan Komisaris, jumlah 

anggota Direksi, jumlah 

anggota Dewan Pengawas 

Syariah serta jumlah 

keseluruhan gaji, tunjangan 

(benefit), kompensasi dalam 

bentuk saham, bentuk 

remunerasi lainnya dan 

fasilitas yang ditetapkan 

RUPS. 

 

4. BSM telah menyampaikan 

laporan pelaksanaan GCG 

kepada pemegang saham dan 

kepada: 

a. Bank Indonesia. 

b. Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia 

(YLKI). 

c. Lembaga Pemeringkat di 

Indonesia (PEFINDO). 

d. Perhimpunan Bank-Bank 

Umum Nasional 

(Perbanas). 

e. 2 lembaga penelitian di 

bidang ekonomi dan 

keuangan (LIPI dan 

LMFEUI). 

f. 1 majalah ekonomi dan 

keuangan (Info Bank). 

5. BSM telah menginformasikan 

laporan pelaksanaan GCG 

pada homepage secara tepat 

waktu. 

 

 

 

6. BSM tidak pernah terlambat 

menyampaikan laporan 

pelaksanaan GCG. 
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Indonesia melampaui batas 

akhir waktu penyampaian 

laporan tetapi belum 

melampaui 1 bulan sejak batas 

akhir waktu penyampaian 

laporan. 

 

7. BUS dianggap tidak 

menyampaikan laporan GCG 

apabila BUS belum 

menyampaikan laporan 

dimaksud hingga akhir batas 

waktu keterlambatan. 

 

8. Penyampaian laporan 

pelaksanaan GCG kepada 

Bank Indonesia di alamatkan 

kepada: 

a. Direktorat Perbankan 

Syariah, Jl. MH Thamrin 

No.2, Jakarta 10350, bagi 

BUS yang berkantor pusat 

di wilayah kerja Kantor 

Pusat Bank Indonesia; 

b. Kantor Bank Indonesia 

setempat, bagi BUS yang 

berkantor pusat di luar 

wilayah kerja Kantor Pusat 

Bank Indonesia dengan 

tembusan kepada 

Direktorat Perbankan 

Syariah. 

 

 

 

 

 

7. BSM tidak pernah terlambat 

dalam menyampaikan laporan 

GCG. 

 

 

 

8. Penyampaian laporan 

pelaksanaan GCG kepada 

Bank Indonesia di alamatkan 

kepada Direktorat Perbankan 

Syariah, Jl. Gajah Mada 

No.224, Jember. 

C Pelaporan Internal 1 

Kriteria/Indikator Analisis Self Assessment 

 1. Dalam rangka meningkatkan 

kualitas proses pengambilan 

keputusan oleh Direksi serta 

kualitas proses pengawasan 

oleh Dewan Komisaris dan 

Dewan Pengawas Syariah, 

BUS wajib memastikan 

ketersediaan dan kecukupan 

laporan internal yang di 

dukung oleh sistem informasi 

1. Dalam rangka meningkatkan 

kualitas proses pengambilan 

keputusan oleh Direksi serta 

kualitas proses pengawasan 

oleh Dewan Komisaris dan 

Dewan Pengawas Syariah, 

BSM telah memastikan 

ketersediaan dan kecukupan 

pelaporan internal yang di 

dukung oleh pengembangan 
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manajement yang memadai. aplikasi MIS dan 

Datawarehouse oleh tenaga-

tenaga profesional IT 

Operation Devision (IOD) dan 

IT Strategy Assurance 

Division. 

 

b) Perhitungan Nilai Komposit 

Tabel 2.B 

NO 

(a) 

FAKTOR YANG DINILAI 

(b) 

BOBOT 

(c) 

PERINGKAT 

(d) 

NILAI 

(c x d) 

1 Pelaksanaantugasdantanggungjawab Dewan 

Komisaris 
12.50% 2 0.25 

2 PelaksanaantugasdantanggungjawabDireksi 17.50% 2 0.35 

3 Kelengkapandanpelaksanaan tugasKomite 10.00% 2 0.2 

4 Pelaksanaantugasdantanggungjawab Dewan 

PengawasSyariah 
10.00% 1 0.1 

5 Pelaksanaanprinsipsyariahdalamkegiatanpen

ghimpunandanpenyaluran dana 

sertapelayananjasa 

5.00% 2 0.1 

6 Penangananbenturankepentingan 10.00% 1 0.1 

7 Penerapanfungsikepatuhan Bank 5.00% 2 0.1 

8 Penerapanfungsi audit intern 5.00% 2 0.1 

9 Penerapanfungsi audit ekstern 5.00% 1 0.05 

10 Batas maksimumpenyaluran dana 5.00% 1 0.05 

11 Transparansikondisikeuangandan non 

keuangan, laporanpelaksanaan GCG 

danpelaporan internal 

15.00% 1 0.15 

 TOTAL 100%  1.15 

 PREDIKAT BAIK  

 

Berdasarkan hasil self assessment yang telah dilakukan, secara 

umum nilai rat-rata keseluruhan terhadap penerapan praktek GCG pada 

PT. Bank Syariah Mandiri memperoleh nilai komposit 1.15 dengan 
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predikat “BAIK”. Yang artinya, penerapan GCG pada PT. Bank Syariah 

Mandiri secara keseluruhan telah dilakukan dengan baik dan telah 

memenuhi kriteria PBI NO.11/22/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good 

Corporate Governance Bagi bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah. 

C. Pembahasan Temuan 

1. Pelaksanaan GCG PT. Bank Syariah Mandiri 

a. Governance system 

Governance system terdiri dari 3 (tiga) aspek governance, 

yaitu:  

1) Governance Structure, kecukupan struktur dan infrastruktur tata 

kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan 

outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders Bank. 

2) Governance Process, proses pelaksanaan prinsip GCG dari 

struktur dan infrastruktur Bank sehingga menghasilkan outcome 

yang sesuai dengan harapan stakeholders Bank. 

3) Governance Outcome, hasil proses pelaksanaan prinsip GCG dari 

struktur dan infrastruktur GCG Bank. 

b. Pelaksanaan prinsip GCG unit kerja  

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PT. Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Situbondo sudah diterapkan sejak 

dibukanya kantor BSM Situbondo pada tanggal 29 Desember 2010. 
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PT. Bank Syariah mandiri Kantor Cabang Situbondo 

menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yaitu: 

1) Prinsip Transparency (Keterbukaan) 

a) Keterbukaan kinerja keuangan dan non keuangan. 

b) Keterbukaan produk/jasa, organisasi dan jaringan. 

c) Keterbukaan kebijakan-kebijakan strategis. 

d) Keterbukaan sistem bagi hasil/profit sharing. 

e) Keterbukaan melalui pengkinian home page BSM. 

f) Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. 

2) Prinsip Accountability (Akuntabilitas) 

a) Laporan pencapaian kinerja secara berkala. 

b) Kejelasan masing-masing fungsi jabaran (Jobdesc). 

c) Supervisi kepala unit kerja/atasan. 

d) Performance contract. 

e) Mitigasi resiko kerja. 

f) Cek dan ricek Supervisor. 

3) Prinsip Responsibility (Tanggung Jawab) 

a) Pemberian informasi memenuhi persyaratan yang berlaku. 

b) Pelaksanaan corporate social responsibility. 

c) Pemenuhan ketentuan internal dan eksternal. 

d) Compliance Procedure. 

e) Pemenuhan temuan-temuan audit internal/eksternal. 

f) Complaint management system. 
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4) Prinsip Professional (Profesional) 

a) Objektifitas dan independensi dalam pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab. 

b) Peningkatan kompetensi pegawai. 

c) Komitmen untuk mengembangkan industri perbankan 

syariah. 

d) Pemanfaatan fasilitas e-learning. 

e) Pelaksanaan fungsi audit. 

5) Prinsip Fairness (Kewajaran) 

a) Penerapan mediasi. 

b) Objektifitas penilaian pegawai. 

c) Penegakan Reward dan Punishment. 

d) Standart perekrutan pegawai. 

e) Standart pencalonan vendor/rekanan. 

f) Equal treatment terhadap pemegang saham dan nasabah. 

c. Manfaat GCG bagi BSM 

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Situbondo percaya 

bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktek terbaik GCG yang 

konsisten akan memberikan manfaat baik bagi Bank maupun para 

pemangku kepentingan lainnya dengan: 

1) Meningkatkan kesungguhan manajement dan jajaran BSM 

lainnya dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, 

akuntabilitas, tanggung jawab, profesional, kewajaran dan 
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kehati-hatian dalam pengelolaan bank, sehingga sistem kerja 

akan baik, sehat, efektif dan efisien. 

2) Menarik minta dan kepercayaan nasabah mitra usaha dan 

stakeholders lainnya. 

3) Memperbaiki perilaku kerja agar kinerja serta pelayanan dan 

kesejahteraan kepada stakeholders meningkat. 

4) Mempermudah perolehan dan pihak ketiga dan modal sehingga 

akan meningkatkan nilai perusahaan. 

5) Melindungi bank dari intervensi dan tuntutan hukum. 

6) Menjadikan bank tumbuh secara sustainable dalam jangka 

panjang. 

2. Evaluasi pelaksanaan GCG 

a. Penilaian pelaksanaan GCG Internal 

1) Self Assessment GCG Tahunan, adalah penilaian pelaksanaan 

GCG yang dilakukan secara mandiri atas pelaksanaan GCG di 

BSM untuk disampaikan kepada Bank Indonesia dan stakeholders 

lainnya. 

2) Self Assessment GCG Konsolidasi, penilaian pelaksanaan GCG 

yang dilakukan setiap semester untuk dilaporkan kepada Bank 

Mandiri. 

3) Self Assessment GCG Unit Kerja. 
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b. Penilaian pelaksanaan GCG Eksternal 

BSM memperoleh predikat “The Most Trusted Company” 

berturut-turut (2011 dan 2015) dari Corporate Governance 

Perceaption Index (CGPI) sebagai lembaga independen atas 

pelaksanaan GCG BSM yang konsisten. Pencapaian peringkat “The 

Most Trusted Company” yang BSM dapat secara berturut-turut 

menunjukkan komitmen BSM dalam mengimplementasikan GCG 

secara berkelanjutan. 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Penerapan Good Corporate Governance PT. BSM Kantor Cabang 

Situbondo. 

Penerapan praktek GCG pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Situbondo telah menegakkan prinsip-prinsip GCG sesuai peraturan 

Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, yang ditunjukkan untuk 

meningkatkan nilai kinerja korporasi (high performance) serta citra 

korporasi (good corporate image) melalui 5 pilar utama yaitu 

Transparancy, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness. 

Dengan penerapan GCG di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Situbondo itu merupakan wujud pertanggungjawaban BSM kepada 

masyarakat bahwa BSM dikelola dengan baik, profesional dan hati-hati 

dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham tanpa 

mengabaikan kepentingan stakeholders. 

2. Hasil penerapan Good Corporate Governance di PT. Bank Syariah 

Mandiri menggunakan Kertas Kerja Self Assessment. 

Hasil Self Assessment dari penerapan GCG di PT. Bank Syariah 

Mandiri mendapatkan predikat “Baik”, yang artinya secara keseluruhan 

penerapan GCG di PT. Bank Syariah mandiri telah dilakukan dengan baik. 

Tetapi harus tetap ada beberapa indikator yang harus diperbaiki agar lebih 
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baik lagi meski sudah berpredikat baik karena ini berkaitan dengan 

kepercayaan stakeholders dan kelayakan sebuah perusahaan. 

B. Saran  

1. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Situbondo harus tetap 

menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam 

pengelolaan perusahaan dan mengikuti perkembangan praktik GCG sesuai 

dengan kebutuhan. 

2. Prinsip kehati-hatian, fungsi kepatuhan, dan pengawasan oleh Dewan 

Komisaris dan Direksi serta Komite-Komite harus lebih ditingkatkan lagi 

agar PT. Bank Syariah Mandiri lebih baik lagi. 

3. Tetap menggunakan kertas kerja Self Assessment dalam melakukan laporan 

pelaksanaan GCG setiap akhir tutup buku agar bisa mengevaluasi jika ada 

kesalahan yang tidak di inginkan. 

4. Tetap mengedepankan kepentingan stakeholdersdan meningkatkan nilai 

pemegang saham. 

5. Selain diterapkan, juga harus di implementasikan prinsip-prinsip GCG 

karena dapat menjadikan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Situbondo untuk terus berupaya menjalankan sistem perbankan yang sehat 

dengan berlandaskan prinsip-prinsip GCG. 
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MATRIK PENELITIAN 

 

JUDUL 

PENELITIAN 
VARIABEL 

SUB 

VARIABEL 
INDIKATOR SUMBER DATA 

METODE 

PENELITAN 
FOKUS  MASALAH 

Penerapan Good 

Corporate 

Governance PT. 

Bank Syariah 

Mandiri Kc 

Situbondo. 

Good Corporate 

Governance 

 1. Transparansi  

2. Akuntabilitas 

3. Pertanggung 

jawaban 

4. Profesional 

5. Kewajaran  

1. Sumber Data 

Primer 

 

Informan 

a. Branch 

Manager. 

b. Consumer 

Banking 

Relationship 

Manager. 

c. Branch 

Operation 

and Service 

Manager. 

 

2. Sumber Data 

Sekunder 

a. Kajian 

Terdahulu 

b. Dokumentasi 

c. Kepustakaan 

d. Internet 

1. Pendekatan 

penelitian 

dengan pen-

dekatan kualitatif 

2. Penentuan sampel 

Dengan 

menggunakan 

tehnik purposive 

sampling 

3. Metode 

pengumpulan data 

- Observasi 

- Wawancara 

- Dokumentasi 

4. Metode analisa 

data 

Dengan analisa 

deskriptif kualitatif 

 

5. Keabsahan data 

menggunakan 

triangulasi sumber 

dan metode 

1. Bagaimana penerapan 

Good Corporate 

Governance (GCG) PT. 

Bank Syariah Mandiri Kc 

Situbondo? 

2. Bagaimana hasil 

penerapan Good 

Corporate Governance 

(GCG) PT. Bank Syariah 

Mandiri menggunakan 

Kertas Kerja Self 

Assessment? 

 





PERATURAN BANK INDONESIA NO.11/33/PBI/2009 

TENTANG 

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM SYARIAH 

 

1. Dewan Komisaris 

A Persayaratan Dewan Komisaris 

 1. Jumlah, komposisi, kriteria, rangkap jabatan, hubungan keluarga, dan persyaratan 

lain bagi anggota Dewan Komisaris tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia. 

2. Mantan anggota Direksi BUS tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada BUS 

yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang 

selama 6 bulan. 

3. Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada Rapat 

Umum Pemegang Saham dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite 

Remunerasi dan Nominasi. 

4. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan 

kepentingan (conflict of interest) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam 

usulan tersebut wajib diungkapkan adanya benturan kepentingan serta pertimbangan-

pertimbangan yang mendasari usulan tersebut. 

B Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 

 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan 

prinsip-prinsip GCG. 

2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan atas terselenggaranya 

pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau 

jenjang organisasi. 

3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. 

4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib memantau dan 

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BUS. 

5. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam 

pengambilan keputusan kegiatan operasional di BUS, kecuali pengambilan keputusan 



untuk pemberiaan pembiayaan kepada Direksi sepanjang BUS atau dalam Rapat 

Umum Pemegang Saham. 

6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan 

audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, 

Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern. 

7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia 

paling lambat 7 hari kerja sejak ditemukannya:  

a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; 

dan 

b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BUS. 

8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, 

Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang: 

a. Komite Pemantau Resiko; 

b. Komite Remunerasi dan Nominasi; dan 

c. Komite Audit. 

9. Pengangkatan anggota komite ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat 

Dewan Komisaris. 

10. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan 

tugasnya secara efektif. 

11. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja setiap komite. 

12. Pedoman dan tata tertib kerja komite harus dievaluasi dan dilakukan pengkinian 

secara terbuka. 

13. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib yang bersifat mengikat 

bagi setiap anggota Dewan Komisaris. 

14. Pedoman dan tata tertib kerja paling kurang mencantumkan: 

a. Waktu kerja; dan 

b. Pengaturan rapat. 

15. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. 

C Rapat Dewan Komisaris 

 1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 kali dalam 2 bulan. 



2. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri paling kurang oleh 2/3 (dua per tiga) dari 

jumlah anggota Dewan Komisaris. 

3. Rapat Dewan Komisaris wajib dipimpin oleh komisaris Utama. 

4. Dalam hal Komisaris Utaman berhalangan hadir maka rapat Dewan Komisaris dapat 

dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. 

5. Seluruh keputusan Dewan Komisaris yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan 

keputusan bersama seluruh anggota Dewan Komisaris. 

6. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan 

didokumentasikan dengan baik. 

7. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions) atas hasil keputusan 

rapat Dewan Komisaris, maka perbedaan pendapat tersebut wajib dicantumkan secara 

jelas dalam risalah rapat beserta alasannya. 

D Aspek Transparansi Dewan Komisaris 

 1. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan: 

a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih pada BUS yang bersangkutan; 

b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham 

pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi; dan 

c. Rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain. 

2. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan BUS untuk kepentingan pribadi, 

keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi asset atau mengurangi 

keuntungan BUS. 

3. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan 

pribadi dari BUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat 

Umum Pemegang Saham. 

4. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas pada 

laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. 

 

2. Direksi 

A Persyaratan Direksi 

 1. Jumlah, kriteria, rangkap jabatan, hubungan keluarga, dan persyaratan lain bagi 



anggota Direksi tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia. 

2. Usulan pengakatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum 

Pemegang Saham, dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite 

Remunerasi dan Nominasi. 

B Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 

 1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan 

prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. 

2. Direksi wajib mengelola BUS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya 

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUS dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

3. Direksi wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh 

tingkatan atau jenjang organisasi. 

4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil 

pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau 

auditor ekstern. 

5. Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang: 

a. Audit intern; 

b. Manajement resiko dan komite manajement resiko; dan 

c. Kepatuhan. 

6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang 

saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. 

7. Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BUS yang bersifat strategis 

di bidang kepegawaian. 

8. Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang 

mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direksi. 

9. Direksi hanya dapat menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang dapat 

dipersamakan dengan itu sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha BUS; 

b. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup tujuan, 

ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan 

biaya; dan 



c. Konsiltan merupakan pihak independen yang profesional dan memiliki kualifikasi 

yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien. 

10. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu 

kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. 

11. Setiap anggota direksi wajib memiliki kejelasan tugas dan tanggungjawab sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

12. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi 

setiap anggota direksi. 

13. Pedoman dan tata tertib kerja paling kurang mencantumkan: 

a. Waktu kerja; dan 

b. Pengaturan rapat. 

14. Setiap keputusan direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh 

anggota direksi. 

C Rapat Direksi 

 1. Setiap kebijakan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi. 

2. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan 

dengan baik. 

3. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat, (dissenting opinions) atas hasil keputusan 

rapat Direksi, maka perbedaan pendapat tersebut wajib dicantumkan secara jelas 

dalam risalah rapat beserta alasannya. 

D Aspek Transparansi Direksi 

 1. Anggota Dewan Direksi wajib mengungkapkan: 

a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih pada BUS yang bersangkutan 

maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar 

negeri; dan 

d. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham 

pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi lainnya. 

2. Anggota Dewan Direksi dilarang memanfaatkan BUS untuk kepentingan pribadi, 

keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi asset atau mengurangi 

keuntungan BUS. 

3. Anggota Dewan Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi 



dari BUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum 

Pemegang Saham. 

4. Anggota Dewan Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas pada laporan 

pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. 

 

3. Komite-komite   

A Struktur dan Keterangan Komite 

 1. Anggota komite pemantauan resiko paling kurang terdiri dari: 

a. Seorang komisaris independen; 

b. Seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah; dan 

c. Seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajement resiko. 

2. Anggota komite pemantauan resiko wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan 

yang baik. 

3. Komite pemantauan resiko diketuai oleh komisaris independen. 

4. Anggota direksi dilarang menjadi anggota komite pemantauan resiko. 

5. Mayoritas anggota komisaris yang menjadi anggota komite pemantauan resiko harus 

merupakan komisaris independen. 

6. Anggota komite remunerasi dan nominasi paling kurang terdiri dari: 

a. 2 orang komisaris independen; dan 

b. Seorang pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. 

7. Komite remunerasi dan nominasi diketuai oleh komisaris independen. 

8. Anggota direksi dilarang menjadi anggota komite remunerasi dan nominasi. 

9. Mayoritas anggota komisaris yang menjadi anggota renumerasi dan nominasi harus 

merupakan komisaris independen. 

10. Anggota komite audit paling kurang terdiri dari; 

a. Seorang komisaris independen; 

b. Seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan; 

dan 

c. Seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah. 

11. Anggota komite audit wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik. 



12. Komite audit diketuai oleh komisaris independen. 

13. Anggota direksi dilarang menjadi anggota komite audit. 

14. Mayoritas anggota komisaris yang menjadi anggota komite audit harus merupakan 

komisaris independen. 

15. Mantan anggota direksi BUS tidak dapat menjadi pihak independen sebelum menjalani 

masa tunggu (colling off) paling kurang selama 6 bulan. 

B Jabatan Rangkap Ketua Komite 

 1. Ketua komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 

1 komite yang lainnya pada BUS yang sama. 

2. Komite pemantauan resiko mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang: 

 Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajement resiko; 

 Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajement resiko 

dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; 

 Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajement Resiko dan Satuan 

Kerja Manajement Resiko. 

3. Komite remunerasi dan nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang: 

a. Terkait dengan kebijakan Remunerasi: 

 Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; 

 Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan 

pelaksanaan kebijakan tersebut; dan 

 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan 

remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabar 

Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan. 

b. Terkait dengan kebijakan Nominasi: 

 Memberikan rekomendasi kepada Dewan komisaris mengenai sistem serta 

prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, 

dan Dewan Pengawas Syariah; 

 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota 

Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah; 

 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak 

independen yang akan menjadi anggota komite. 



4. Komite Renumerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait 

dengan kebijakan remunerasi paling kurang memperhatikan: 

a. Kinerka keuangan; 

b. Pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva; 

c. Kewajaran dengan perr group; dan 

d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BUS. 

5. Komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling kurang: 

a. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan 

pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan; dan 

b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas 

pelaksanaan audit ekstern. 

6. Dalam rangka melaksanakan tugas, Lomite Audit paling kurang melakukan evaluasi 

terhadap: 

a. Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern; 

b. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi 

dari hasil pengawasan Bank Indonesia, audit intern, Dewan Pengawas Syariah, 

dan/atau audiror ekstern. 

c. Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan 

Kantor Akuntan Pubkik kepada Dewan Komisaris. 

C Rapat Komite 

 1. Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan 

baik. 

 

4. Dewan Pengawas Syariah 

A Persyaratan Dewan Pengawas Syariah 

 1. Jumlah, kriteria, rangkap jabatan dan persyaratan lain bagi Dewan Pengawas Syariah 

tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia. 

2. Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada 

Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite 

Remunerasi dan Nominasi. 



3. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah paling lama sama dengan masa jabatan 

anggota Direksi atau Dewan Komisaris. 

B Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah 

 1. Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan 

prinsip-prinsip GCG. 

2. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan 

saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip 

syariah. 

3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah meliputi antara lain: 

a. Menilai dan memastikan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang 

dikeluarkan bank; 

b. Mengawasi proses pengembangan produk bank agar sesuai dengan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia; 

c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-majelis Ulama Indonesia untuk 

produk baru bank yang belum ada fatwanya; 

d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap 

mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan 

e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank 

dakam rangka pelaksanaan tugasnya. 

4. Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan laporan Hasil Pengawasan Dewan 

Pengawas Syariah secara semesteran. 

5. Laporan wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 bulan setelah 

periode semester dimaksud berakhir. 

6. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dan tata cara penyampaian laporan akan diatur 

lebih rinci dalam Surat Edaran bank Indonesia. 

7. Anggota Dewan Pengawas syariah wajib menyediakan waktu yang cukup untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. 

C Rapat Dewan Pengawas Syariah 

 1. Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib dilaksanakan paling kurang 1 kali dalam 1 bulan. 

2. Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan 

musyawarah mufakat. 



3. Seluruh keputusan Dewan Pengawas Syariah yang dituangkan dalam risalah rapat 

merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah. 

4. Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah wajib dituangkan dalam risalah rapat dan di 

dokumentasikan dengan baik. 

D Aspek Transparansi Dewan Pengawas Syariah 

 1. Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai 

anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lain dalam laporan 

pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. 

2. Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang memanfaatkan BUS untuk kepentingan 

pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi 

keuntungan BUS. 

3. Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan 

pribadi dari BUS selain renumerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum 

Pemegang Saham. 

4. Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas pada 

laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. 

5. Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang menrangkap jabatan sebagai konsultan di 

seluruh Bank Umum Syariah. 

 

5. Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern 

A Fungsi Kepatuhan 

 1. BUS wajib memiliki 1 orang direktur yang bertugas untuk memastukan kepatuhan 

terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai direktur kepatuhan. 

2. Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas direktur, BUS wajib melaksanakan fungsi 

kepatuhan yang independen terhadap kesatuan kerja operasional. 

3. Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus didukung oleh personil yang paling kurang 

memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah. 

B Fungsi Audit Intern 

 1. BUS wajib menerapkan fungsi audit intern yang efektif sebagaimana diatur dalam 



ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan standart pelaksanaan fungsi audit intern 

bank umum. 

2. BUS wajib melaksanakan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja 

operasional. 

3. Pelaksanaan fungsi audit intern harus didukung oleh personil dalam jumlah yang 

memadai dan kompeten di bidangnya, dengan paling kurang terdapat 1 personil yang 

memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah. 

4. Laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah disampaikan 

kepada Dewan pengawas Syariah. 

C Fungsi Audit Ekstern 

 1. BUS wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di 

Bank Indonesia dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BUS. 

2. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib terlebih dahulu 

memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan calon yang di 

ajukan oleh Dewan Komisaris. 

3. Pelaksanaan audit, penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib 

memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai hubungan antara BUS 

dengan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. 

 

6. Batas Maksimum Penyaluran Dana 

A Batas Maksimum Penyaluran Dana 

 1. Pelaksanaan penyaluran dana wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia mengenai 

batas maksimum penyaluran dana. 

 

7. Aspek Transparansi Kondisi BUS 

A Aspek transparansi kondisi BUS 

 1. BUS wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan kepada 

stakeholders. 

2. Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan, BUS 

wajib menyusun dan menyajikan  laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank 



Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. 

3. BUS wajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data 

nasabah BUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi 

Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. 

4. BUS wajib melaporkan kepada Bank Indonesia apabila terjadi perubahan terhadap: 

a. Pedoman manajement resiko termasuk pedoman risk control system, sistem 

pengendalian intern, sistem teknologi informasi yang digunakan dan pedoman GCG; 

b. Sistem dan prosedur kerja yang digunakan dalam kegiatan operasional BUS. 

5. BUS wajib menyampaikan laporan perubahan kepada Bank Indonesia paling lambat 1 

bulan sejak terjadinya perubahan atau sesuai jangka waktu tertentu apabila diatur secara 

khusus dalam ketentuan Bank Indonesia lain yang mengatur mengenai penyampaian 

laporan tersebut. 

6. BUS wajib melaporkan struktur kelompok usaha yang terkait dengan BUS termasuk 

badan hukum pemilik BUS sampai dengan ultimate shareholders kepada Bank 

Indonesia 1 tahun sekali untuk posisi akhir tahun dan setiap terdapat perubahan struktur 

kelompok usaha yang menyebabkan perubahan pengendali BUS. 

7. Laporan struktur kelompok usaha untuk posisi akhir tahun merupakan bagian dari 

Laporan Tahunan BUS. 

8. BUS wajib menyampaikan laporan perubahan struktur kelompok usaha kepada Bank 

Indonesia paling lambat 1 bulan setelah terjadinya perubahan. 

 

8. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan 

Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa 

A Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran 

Dana serta Pelayanan Jasa 

 1. BUS wajib melaksanakan pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan operasional BUS 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang pelaksanaan prinsip 

syariah dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. 

 

  



9. Pelaporan Internal dan Benturan Kepentingan 

A Pelaporan Internal dan Benturan Kepentingan 

 1. Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi serta 

kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, BUS 

wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan laporan internal yang di dukung oleh 

sistem informasi manajement yang memadai. 

B Penanganan Benturan Kepentingan 

 1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi 

dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat mengurangi aset atau 

mengurangi keuntungan BUS. 

2. Benturan kepentingan wajib diungkapkan dalam seyiap keputusan.  

3. Untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi mengurangi aset atau 

mengurangi keuntungan BUS, BUS harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern 

mengenai: 

a. Peraturan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap 

pengurus dan pegawai BUS, antara lain tata cara pengambilan keputusan; dan 

b. Administrasi pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan 

dimaksud dalam risalah rapat. 

 

10. Laporan dan Pelaksanaan GCG 

A Laporan Pelaksanaan GCG 

 1. BUS wajib menyusun laporan pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku. 

2. Laporan pelaksanaan GCG paling kurang meliputi: 

a. Kesimpulan umum dari hasil swlf assessment atas pelaksanaan GCG BUS; 

b. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, hubungan keuangan dan hubungan 

keluarga anggota Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali, anggota 

Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi BUS serta jabatan rangkap pada 

perusahaan atau lembaga lain; 

c. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan 

keluarga anggota Direksi dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan 



Komisaris dan/atau Direksi lain; 

d. Rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan 

syariah lainnya; 

e. Daftar konsultan, penasehat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan 

oleh BUS; 

f. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (remuneration package) bagi Dewan 

Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah; 

g. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah; 

h. Frekuensi rapat Dewan Komisaris; 

i. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah; 

j. Jumlah penyimpangan (internal fraund) yang terjadi dan uapaya penyelesaian oleh 

BUS; 

k. Jumlah permasalahan hukum baik perdata maupun pidana dan upaya penyelesaian 

oleh BUS; 

l. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan; 

m. Buy back shares dan/atau buy back obligasi BUS; 

n. penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana; 

dan 

o. pendapatan non halal dan penggunaannya. 

3. Pengungkapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (remuneration package) bagi 

Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah paling kurang mencakup 

jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan 

Pengawas Syariah serta jumlah keseluruhan gaji, tunjangan (benefit), kompensasi dalam 

bentuk saham, bentuk remunerasi lainnya dan fasilitas yang ditetapkan Rapat Umum 

Pemegang Saham. 

4. BUS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada pemegang saham dan 

kepada: 

a. Bank Indonesia; 

b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); 

c. Lembaga Pemeringkat di Indonesia; 

d. Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas); 



e. 1 lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; dan 

f. 1 majalah ekonomi dan keuangan. 

5. Bagu BUS yang telah memiliki homepage wajib menginformasikan laporan 

pelaksanaan GCG pada homepage BUS paling lambat 3 bulan setelah tahun buku 

berakhir. 

6. BUS dianggap terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan GCG apabila BUS 

menyampaikan laporan dimaksud kepada Bank Indonesia melampaui batas akhir waktu 

penyampaian laporan tetapi belum melampaui 1 bulan sejak batas akhir waktu 

penyampaian laporan. 

7. BUS dianggap tidak menyampaikan laporan GCG apabila BUS belum menyampaikan 

laporan dimaksud hingga akhir batas waktu keterlambatan. 

8. Penyampaian laporan pelaksanaan GCG kepada Bank Indonesia di alamatkan kepada: 

a. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. MH Thamrin No.2, Jakarta 10350, bagi BUS yang 

berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; 

b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BUS yang berkantor pusat di luar wilayah 

kerja Kantor Pusat Bank Indonesia dengan tembusan kepada Direktorat Perbankan 

Syariah. 

B Self Assesment Pelaksanaan GCG 

 1. BUS wajib melakukan self assesment atas pelaksanaan GCG paling kurang 1 kali dalam 

setahun. 

2. Tata cara self assesment diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia. 

3. Dalam rangka melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GCG, Bank Indonesia dapat 

melakukan evaluasi terhadap hasil self assesment pelaksanaan GCG. 

4. Berdasarkan hasil evaluasi, Bank Indonesia dapat meminta BUS untuk melakukan 

perbaikan atas pelaksanaan GCG. 

 



KRITERIA PERINGKAT 

 

Faktor Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 

Peringkat 1  Jumlah, komposit, integritas, dan kompetensi anggota Dewan 

Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan 

kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentan yang 

berlaku. 

 Seluruh persyaratan Dewan Komisaris telah terpenuhi dan sesuai 

dengan Peraturan Bank Indonesia. 

 Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil 

keputusn secara independen. 

 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah 

sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif 

dan tidak ada kelemahan minor. 

 Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien. 

 Aspek transparansi Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah 

melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. 

Peringkat 2  Jumlah, komposit, integritas, dan kompetensi anggota Dewan 

Komisaris sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas 

usaha Bank serta telah memenuhi ketentan yang berlaku. 

 Seluruh persyaratan Dewan Komisaris telah terpenuhi dan sesuai 

dengan Peraturan Bank Indonesia. 

 Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil 

keputusan secara independen. 

 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah 

memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih 

terdapat kelemahan minor. 

 Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien. 

 Aspek transparansi Dewan Komisaris baik dan tidak pernah 

melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. 



Peringkat 3  Jumlah, komposit, integritas, dan kompetensi anggota Dewan 

Komisaris cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan 

kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentan yang 

berlaku. 

 Seluruh persyaratan Dewan Komisaris telah terpenuhi dan sesuai 

dengan Peraturan Bank Indonesia. 

 Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil 

keputusn secara independen. 

 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris cukup 

memenuhi prinsip-prinsip GCG dan cukup efektif namun terdapat 

kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat 

mengakibatkan penurunan peringkat.. 

 Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara cukup efektif dan 

cukup efisien. 

 Aspek transparansi Dewan Komisaris cukup baik dan tidak pernah 

melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. 

Peringkat 4  Jumlah, komposit, integritas, dan kompetensi anggota Dewan 

Komisaris kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan 

kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentan yang 

berlaku. 

 Persyaratan Dewan Komisaris kurang terpenuhi dan kurang sesuai 

dengan Peraturan Bank Indonesia. 

 Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusn 

secara kurang independen. 

 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris kurang 

memenuhi prinsip-prinsip GCG, kurang efisien, dan terdapat 

kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat 

mengakibatkan penurunan peringkat.. 

 Rapat Dewan Komisaris terselenggara kurang efektif dan kurang 

efisien. 

 Aspek transparansi Dewan Komisaris kurang baik dan pernah 

melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. 

Peringkat 5  Jumlah, komposit, integritas, dan kompetensi anggota Dewan 



Komisaris tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan 

kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentan yang 

berlaku. 

 Persyaratan Dewan Komisaris tidak terpenuhi dan tidak sesuai 

dengan Peraturan Bank Indonesia. 

 Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusn 

secara tidak independen. 

 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tidak 

memenuhi prinsip-prinsip GCG, tidak efisien, dan terdapat 

kelemahan penerapan yang signifikan yang dapat mengakibatkan 

penurunan peringkat.. 

 Rapat Dewan Komisaris terselenggara tidak efektif dan tidak efisien. 

 Aspek transparansi Dewan Komisaris tidak baik dan sering 

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan/perundangan yang 

berlaku. 

 

Faktor Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 

Peringkat 1  Jumlah, komposit, integritas, dan kompetensi anggota Direksi sangat 

sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank 

serta telah memenuhi ketentan yang berlaku. 

 Seluruh persyaratan Direksi telah terpenuhi dan sesuai dengan 

Peraturan Bank Indonesia. 

 Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusn 

secara independen. 

 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah sepenuhnya 

memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada 

kelemahan minor. 

 RapatDireksi terselenggara secara efektif dan efisien. 

 Aspek transparansi Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar 

ketentuan/perundangan yang berlaku. 

Peringkat 2  Jumlah, komposit, integritas, dan kompetensi anggota Direksi sesuai 

dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah 

memenuhi ketentan yang berlaku. 



 Seluruh persyaratan Direksi telah terpenuhi dan sesuai dengan 

Peraturan Bank Indonesia. 

 Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan 

secara independen. 

 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi 

prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat 

kelemahan minor. 

 Rapat Direksi  terselenggara secara efektif dan efisien. 

 Aspek transparansi Direksi baik dan tidak pernah melanggar 

ketentuan/perundangan yang berlaku 

Peringkat 3  Jumlah, komposit, integritas, dan kompetensi anggota Direksi cukup 

sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank 

serta telah memenuhi ketentan yang berlaku. 

 Seluruh persyaratan Direksi telah terpenuhi dan sesuai dengan 

Peraturan Bank Indonesia. 

 Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusn 

secara independen. 

 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi 

prinsip-prinsip GCG dan cukup efektif namun terdapat kelemahan-

kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan 

penurunan peringkat.. 

 Rapat Direksi terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien. 

 Aspek transparansi Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar 

ketentuan/perundangan yang berlaku. 

Peringkat 4  Jumlah, komposit, integritas, dan kompetensi anggota Direksi kurang 

sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank 

serta telah memenuhi ketentan yang berlaku. 

 Persyaratan Direksi kurang terpenuhi dan kurang sesuai dengan 

Peraturan Bank Indonesia. 

 Anggota Direksi bertindak dan mengambil keputusn secara kurang 

independen. 

 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kurang memenuhi 

prinsip-prinsip GCG, kurang efisien, dan terdapat kelemahan 



penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan 

penurunan peringkat. 

 Rapat Direksi terselenggara kurang efektif dan kurang efisien. 

 Aspek transparansi Direksi kurang baik dan pernah melanggar 

ketentuan/perundangan yang berlaku. 

Peringkat 5  Jumlah, komposit, integritas, dan kompetensi anggota Direksi tidak 

sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank 

serta telah memenuhi ketentan yang berlaku. 

 Persyaratan Direksi tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan Peraturan 

Bank Indonesia. 

 Anggota Direksi bertindak dan mengambil keputusn secara tidak 

independen. 

 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tidak memenuhi 

prinsip-prinsip GCG, tidak efisien, dan terdapat kelemahan penerapan 

yang signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat.. 

 Rapat Direksi terselenggara tidak efektif dan tidak efisien. 

 Aspek transparansi Direksi tidak baik dan sering melakukan 

pelanggaran terhadap ketentuan/perundangan yang berlaku. 

 

Faktor Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite 

Peringkat 1  Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite sangat sesuai 

dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. 

 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite-komite telah berjalan 

sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. 

 Rekomendasi komite-komite, sangat bermanfaat dan dapat 

dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. 

 Penyelenggara rapat Komite-komite berjalan sesuai dengan pedoman 

intern dan terselenggara secara sangat efektif dan efisien. 

Peringkat 2  Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite sesuai 

dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. 

 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite-komite telah berjalan 

efektif dan tidak ada kelemahan minor. 

 Rekomendasi komite-komite, bermanfaat dan dapat dipergunakan 



sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. 

 Penyelenggara rapat Komite-komite berjalan sesuai dengan pedoman 

intern dan terselenggara secara efektif dan efisien. 

Peringkat 3  Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite cukup sesuai 

dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. 

 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite-komite telah berjalan 

cukup efektif namun terdapat kelemahan yang apabila tidak segera 

diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan faktor peringkat. 

 Rekomendasi komite-komite, cukup bermanfaat dan cukup dapat 

dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. 

 Penyelenggara rapat Komite-komite berjalan sesuai dengan pedoman 

intern dan terselenggara secara cukup efektif dan efisien. 

Peringkat 4  Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite kurang sesuai 

dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. 

 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite-komite telah berjalan 

kurang efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup 

signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan faktor peringkat dan 

komposisi GCG. 

 Rekomendasi komite-komite, kurang bermanfaat dan kurang dapat 

dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. 

 Penyelenggara rapat Komite-komite berjalan kurang sesuai dengan 

pedoman intern dan terselenggara secara kurang efektif dan kurang 

efisien. 

Peringkat 5  Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite tidak sesuai 

dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. 

 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite-komite tidak efektif 

dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat 

mengakibatkan penurunan faktor peringkat dan komposisi GCG. 

 Rekomendasi komite-komite, tidak bermanfaat dan tidak dapat 

dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. 

 Penyelenggara rapat Komite-komite berjalan tidak sesuai dengan 

pedoman intern dan terselenggara secara tidak efektif dan tidak 

efisien. 



 

Faktor pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah 

Peringkat 1  Seluruh persyaratan Dewan Pengawas Syariah telah terpenuhi dan 

sangat sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. 

 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah 

telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat 

efektif dan tidak ada kelemahan minor. 

 Rapat Dewan Pengawas Syariah terselenggara secara sangat efektif 

dan efisien. 

 Aspek transparansi Dewan Pengawas Syariah sangat baik dan tidak 

pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. 

Peringkat 2  Seluruh persyaratan Dewan Pengawas Syariah telah terpenuhi dan 

sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. 

 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah 

telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif 

dan namun masih terdapat kelemahan minor. 

 Rapat Dewan Pengawas Syariah terselenggara secara efektif dan 

efisien. 

 Aspek transparansi Dewan Pengawas Syariah baik dan tidak pernah 

melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. 

Peringkat 3  Seluruh persyaratan Dewan Pengawas Syariah telah terpenuhi dan 

cukup sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. 

 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah 

cukup sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan cukup 

efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak 

segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat. 

 Rapat Dewan Pengawas Syariah terselenggara secara cukup efektif 

dan cukup efisien. 

 Aspek transparansi Dewan Pengawas Syariah cukup baik dan tidak 

pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. 

Peringkat 4  Seluruh persyaratan Dewan Pengawas Syariah kurang terpenuhi dan 

kurang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. 

 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah 



kurang sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan kurang 

efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak 

segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat. 

 Rapat Dewan Pengawas Syariah terselenggara secara kurang efektif 

dan kurang efisien. 

 Aspek transparansi Dewan Pengawas Syariah kurang baik dan 

pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. 

Peringkat 5  Seluruh persyaratan Dewan Pengawas Syariah tidak terpenuhi dan 

tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. 

 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah 

tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan tidak efektif dan 

terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki 

dapat mengakibatkan penurunan peringkat dan komposit GCG. 

 Rapat Dewan Pengawas Syariah terselenggara secara tidak efektif 

dan tidak efisien. 

 Aspek transparansi Dewan Pengawas Syariah tidak baik dan sering 

melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. 

 

Faktor Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan 

Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa 

Peringkat 1  Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, 

penyaluran dana dan pelayanan jasa telah sesuai dengan ketentuan 

Bank Indonesia. 

 Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, 

penyaluran dana dan pelayanan jasa berjalan sangat efektif dan 

sangat efisien. 

Peringkat 2  Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, 

penyaluran dana dan pelayanan jasa telah sesuai dengan ketentuan 

Bank Indonesia. 

 Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, 

penyaluran dana dan pelayanan jasa berjalan efektif dan efisien. 

Peringkat 3  Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, 

penyaluran dana dan pelayanan jasa telah sesuai dengan ketentuan 



Bank Indonesia. 

 Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, 

penyaluran dana dan pelayanan jasa berjalan cukup efektif dan cukup 

efisien. 

Peringkat 4  Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, 

penyaluran dana dan pelayanan jasa kurang sesuai dengan ketentuan 

Bank Indonesia. 

 Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, 

penyaluran dana dan pelayanan jasa berjalan kurang efektif dan 

kurang efisien. 

Peringkat 5  Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, 

penyaluran dana dan pelayanan jasa tidak sesuai dengan ketentuan 

Bank Indonesia. 

 Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, 

penyaluran dana dan pelayanan jasa berjalan tidak efektif dan tidak 

efisien. 

 

Faktor Penanganan Benturan Kepentingan 

Peringkat 1  Bank memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian 

benturan kepentingan yang sangat lengkap dan sangat efektif. 

 Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap 

keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah 

diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik. 

 Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan 

Bank. 

Peringkat 2  Bank memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian 

benturan kepentingan yang lengkap dan efektif. 

 Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap 

keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah 

diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik. 

 Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan 

Bank. 

Peringkat 3  Bank memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian 



benturan kepentingan yang cukup lengkap dan cukup efektif. 

 Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap 

keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah 

diadministrasikan dan terdokumentasi dengan cukup baik. 

 Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan 

Bank. 

Peringkat 4  Bank memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian 

benturan kepentingan yang kurang lengkap dan kurang efektif. 

 Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap 

keputusan, sebagian telah dilengkapi dengan risalah rapat, belum 

diadministrasikan secara lengkap dan terdokumentasi secara kurang 

baik. 

 Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan 

Bank. 

Peringkat 5  Bank memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian 

benturan kepentingan yang tidak lengkap dan tidak efektif. 

 Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap 

keputusan, tidak dilengkapi dengan risalah rapat, tidak 

diadministrasikan dan tidak terdokumentasi dengan tidak baik. 

 Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan 

Bank. 

 

Faktor Fungsi Kepatuhan Bank 

Peringkat 1  Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan 

pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat. 

 Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan 

Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif. 

 Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review 

secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional. 

Peringkat 2  Kepatuhan Bank tergolong baik dan tidak pernah melakukan 

pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat. 

 Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan 

Kerja Kepatuhan berjalan efektif. 



 Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review 

secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional. 

Peringkat 3  Kepatuhan Bank tergolong cukup baik namun pernah melakukan 

pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen 

yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada masa triwulan 

berikutnya. 

 Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan 

Kerja Kepatuhan berjalan cukup aktif. 

 Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review 

secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional. 

Peringkat 4  Kepatuhan Bank tergolong kurang baik dan pernah melakukan 

pelanggaran yang cukup material terhadap ketentuan dan komitmen 

yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada 2 (dua) masa triwulan 

berikutnya. 

 Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan 

Kerja Kepatuhan berjalan kurang efektif. 

 Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review 

namun dalam frekuensi yang tidak teratur terhadap kepatuhan 

seluruh satuan kerja operasional. 

Peringkat 5  Kepatuhan Bank tergolong tidak baik dan sering melakukan 

pelanggaran yang material terhadap ketentuan dan komitmen yang 

telah dibuat, dan kemungkinan penyelesaiannya akan memakan 

waktu lebih dari 2 (dua) masa triwulan. 

 Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan 

Kerja Kepatuhan berjalan tidak efektif. 

 Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan tidak pernah 

melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan 

kerja operasional. 

 

Faktor Fungsi Audir Intern 

Peringkat 1  Penerapan fungsi audit intern telah memenuhi standart pelaksanaan 

fungsi audit intern bank umum. 

 Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan sangat efektif, dan 



didukung oleh personil dalam jumlah yang sangat memadai dan 

sangat kompeten di bidangnya, serta terdapat 1 (satu) orang yang 

memiliki pemahaman tentang operasional perbankan syariah. 

 Fungsi audit intern telah berjalan secara sangat independen dan 

laporan hasil disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah. 

Peringkat 2  Penerapan fungsi audit intern telah memenuhi standart pelaksanaan 

fungsi audit intern bank umum. 

 Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan efektif, dan didukung 

oleh personil dalam jumlah yang memadai dan kompeten di 

bidangnya, serta terdapat 1 (satu) orang yang memiliki pemahaman 

tentang operasional perbankan syariah. 

 Fungsi audit intern telah berjalan secara independen dan laporan 

hasil disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah. 

Peringkat 3  Penerapan fungsi audit intern telah memenuhi standart pelaksanaan 

fungsi audit intern bank umum. 

 Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, dan 

didukung oleh personil dalam jumlah yang cukup memadai dan 

cukup kompeten di bidangnya, serta terdapat 1 (satu) orang yang 

memiliki pemahaman tentang operasional perbankan syariah. 

 Fungsi audit intern telah berjalan secara cukup independen dan 

laporan hasil disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah. 

Peringkat 4  Penerapan fungsi audit intern kurang memenuhi standart pelaksanaan 

fungsi audit intern bank umum. 

 Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan kurang efektif, dan 

didukung oleh personil dalam jumlah yang skurang memadai dan 

kurang kompeten di bidangnya, serta terdapat 1 (satu) orang yang 

memiliki pemahaman tentang operasional perbankan syariah. 

 Fungsi audit intern telah berjalan secara kurang independen dan 

laporan hasil disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah. 

Peringkat 5  Penerapan fungsi audit intern tidak memenuhi standart pelaksanaan 

fungsi audit intern bank umum. 

 Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan tidak efektif, dan tidak 

didukung oleh personil dalam jumlah yang tidak memadai dan tidak 



kompeten di bidangnya, serta tidak terdapat 1 (satu) orang yang 

memiliki pemahaman tentang operasional perbankan syariah. 

 Fungsi audit intern telah berjalan secara tidak independen dan 

laporan hasil disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah. 

 

Faktor Fungsi Audit Ekstern 

Peringkat 1  Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai 

dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan. 

 Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik. 

 Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP yang sangat 

independen dan telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 

Peringkat 2  Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan namun terdapat 

kekurangan minor. 

 Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik. 

 Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP yang 

independen dan telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 

Peringkat 3  Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik cukup efektif dan sesuai 

dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan namun terdapat 

kekurangan. 

 Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik cukup baik. 

 Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP yang cukup 

independen dan cukup memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 

Peringkat 4  Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik kurang efektif dan sesuai 

dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan dan terdapat 

kekurangan yang cukup material. 

 Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik cukup baik. 

 Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP yang kurang 

independen.  

Peringkat 5  Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik tidak efektif dan tidak sesuai 

dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan dan terdapat 

kekurangan yang material. 

 Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik tidak baik. 



 Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP yang tidak 

independen.  

 

Faktor Batas Maksimum Penyaluran Dana 

Peringkat 1  Pelaksanaan batas maksimum penyaluran dana telah memenuhi 

ketentuan Bank Indonesia dan tidak pernah melanggar 

ketentuan/perundangan yang berlaku. 

 Pelaksanaan batas maksimum penyaluran dana berjalan sangat 

efektif dan sangat efisien. 

Peringkat 2  Pelaksanaan batas maksimum penyaluran dana telah memenuhi 

ketentuan Bank Indonesia dan tidak pernah melanggar 

ketentuan/perundangan yang berlaku. 

 Pelaksanaan batas maksimum penyaluran dana berjalan efektif dan 

efisien. 

Peringkat 3  Pelaksanaan batas maksimum penyaluran dana telah memenuhi 

ketentuan Bank Indonesia dan tidak pernah melanggar 

ketentuan/perundangan yang berlaku. 

 Pelaksanaan batas maksimum penyaluran dana berjalan cukup efektif 

dan cukup efisien. 

Peringkat 4  Pelaksanaan batas maksimum penyaluran dana kurang memenuhi 

ketentuan Bank Indonesia dan pernah melanggar 

ketentuan/perundangan yang berlaku. 

 Pelaksanaan batas maksimum penyaluran dana berjalan kurang  

efektif dan kurang efisien. 

Peringkat 5  Pelaksanaan batas maksimum penyaluran dana tidak memenuhi 

ketentuan Bank Indonesia dan sering melanggar 

ketentuan/perundangan yang berlaku. 

 Pelaksanaan batas maksimum penyaluran dana berjalan tidak efektif 

dan tidak efisien. 

 

Faktor Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan 

GCG, dan Pelaporan Internal 

Peringkat 1  Bank sangat transparansi dalam menyampaikan informasi keuangan 



dan non keuangan kepada publik melalui homepage Bank dan media 

yang sangat mudah diakses. 

 Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia sangat tepat 

waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. 

 Bank sangat transparan menyampaikan informasi produk dan 

penggunaan data nasabah. 

 Cakupan laporan pelaksanaan GCG sangat lengkap, akurat, kini, dan 

utuh, telah disampaikan secara sangat tepat waktu kepada 

stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku. 

 Sistem informasi manajemen Bank khususnya terkait sistem 

pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi 

dengan sangat tepat waktu, akurat, lengkap, dan sangat handal serta 

sangat efektif untuk pengambilan keputusan oleh Direksi dan proses 

pengawasan oleh Dewan Komisaris dan DPS. 

Peringkat 2  Bank transparansi dalam menyampaikan informasi keuangan dan non 

keuangan kepada publik melalui homepage Bank dan media yang 

sangat mudah diakses. 

 Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tepat 

waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. 

 Bank transparan menyampaikan informasi produk dan penggunaan 

data nasabah. 

 Cakupan laporan pelaksanaan GCG sangat lengkap, akurat, kini, dan 

utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada stakeholders 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

 Sistem informasi manajemen Bank khususnya terkait sistem 

pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi 

dengan tepat waktu, akurat, lengkap, dan handal serta efektif untuk 

pengambilan keputusan oleh Direksi dan proses pengawasan oleh 

Dewan Komisaris dan DPS. 

Peringkat 3  Bank cukup transparansi dalam menyampaikan informasi keuangan 

dan non keuangan kepada publik melalui homepage Bank dan media 

yang sangat mudah diakses. 

 Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia cukup tepat 



waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. 

 Bank cukup transparan menyampaikan informasi produk dan 

penggunaan data nasabah. 

 Cakupan laporan pelaksanaan GCG cukup lengkap, akurat, kini, dan 

utuh, telah disampaikan cukup tepat waktu kepada stakeholders 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

 Sistem informasi manajemen Bank khususnya terkait sistem 

pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi 

dengan cukup tepat waktu, akurat, lengkap, dan cukup handal serta 

cukup efektif untuk pengambilan keputusan oleh Direksi dan proses 

pengawasan oleh Dewan Komisaris dan DPS. 

Peringkat 4  Bank kurang transparansi dalam menyampaikan informasi keuangan 

dan non keuangan kepada publik. 

 Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia kurang tepat 

waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. 

 Bank kurang transparan menyampaikan informasi produk dan 

penggunaan data nasabah. 

 Cakupan laporan pelaksanaan GCG kurang lengkap, akurat, kini, dan 

utuh, telah disampaikan kepada stakeholders kurang sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

 Sistem informasi manajemen Bank khususnya terkait sistem 

pelaporan Internal Bank kurang mampu menyediakan data dan 

informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap, dan kurang  handal 

serta kurang efektif untuk pengambilan keputusan oleh Direksi dan 

proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dan DPS. 

Peringkat 5  Bank tidak transparansi dalam menyampaikan informasi keuangan 

dan non keuangan kepada publik  

 Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secata tidak 

lengkap dan kurang akurat. 

 Bank tidak transparan menyampaikan informasi produk dan 

penggunaan data nasabah. 

 Cakupan laporan pelaksanaan GCG tidak lengkap, akurat, kini, dan 

utuh, disampaikan kepada stakeholders tidak sesuai ketentuan yang 



berlaku. 

 Sistem informasi manajemen Bank khususnya terkait sistem 

pelaporan Internal Bank tidak mampu menyediakan data dan 

informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap, dan tidak  handal 

serta tidak efektif untuk pengambilan keputusan oleh Direksi dan 

proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dan DPS. 

 



TATA CARA PENGISIAN KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT 

 

Pengisian kertas kerja Self Assessment dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Menyusun analisis self assessment, dengan cara membandingkan pemenuhan setiap 

kriteria/indikator dengan kondisi Bank berdasarkan data dan informasi yang relevan. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut ditetapkan peringkat masing-masing 

kriteria/indikator. Adapun kriteria peringkat adalah sebagai berikut: 

a. Peringkat 1: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG 

Bank sangat sesuai dengan kriteria/indikator. 

b. Peringkat 2: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG 

Bank sesuai dengan kriteria/indikator. 

c. Peringkat 3: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG 

Bank cukup sesuai dengan kriteria/indikator. 

d. Peringkat 4: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG 

Bank kurang sesuai dengan kriteria/indikator. 

e. Peringkat 5: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG 

Bank tidak sesuai dengan kriteria/indikator. 

2. Menetapkan peringkat sub faktor, berdasarkan hasil analisis self assessment, dengan 

mengacu pada kriteria peringkat sebagaimana dimaksud pada nomor 1. 

3. Menetapkan peringkat faktor, berdasarkan peringkat sub faktor. Dalam hal tidak 

terdapat sub faktor, maka peringkat faktor dimaksud ditetapkan berdasarkan hasil 

analisis self assessment, dengan mengacu pada kriteria peringkat sebagaimana 

dimaksud pada nomor 1. 

4. Menyusun kesimpulan untuk masing-masing faktor yang juga memuat permasalahan 

dan langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu 

pelaksanaannya. 

5. Untuk mendapatkan nilai dari masing-masing faktor, Bank mengalikan peringkat dari 

masing-masing faktor dengan bobot tertentu. Bobot masing-masing faktor ditetapkan 

sebagaimana tabel berikut:  

No Faktor Bobot (%) 

1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 12.50 

2 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 17.50 

3 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite 10.00 

4 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah 10.00 



5 Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana 

dan penyaluran dana serta pelayanan jasa 

5.00 

6 Penanganan benturan kepentingan 10.00 

7 Penerapan fungsi kepatuhan Bank 5.00 

8 Penerapan fungsi audit inter 5.00 

9 Penerapan fungsi audit ekstern 5.00 

10 Batas maksimum penyaluran dana 5.00 

11 Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan 

pelaksanaan GCG dan pelaporan internal 

15.00 

Total   100.00 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS/2010 

 

6. Untuk mendapatkan nilai komposit, Bank menjumlahkan nilai dari seluruh faktor. 

Berdasarkan nilai komposit tersebut, Bank menetapkan predikat komposit 

sebagaimana tabel berikut:  

Nilai Komposit Predikat Komposit 

< 1.5 Sangat Baik 

1.5 ≤ NK < 2.5 Baik 

2.5 ≤ NK < 3.5 Cukup Baik 

3.5 ≤ NK < 4.5 Kurang Baik 

4.5 ≤ NK < 5 Tidak Baik 

Sumber: Cara Pperhitungan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia 

No.12/13/DPBs Tanggal 30 April 2010. 

 





PEDOMAN PENELITIAN 

 

1. PEDOMAN OBSERVASI 

1. Letak Geografis PT. Bank Syariah Mandiri Kc Situbondo 

2. Gambaran dan  kondisi umum kantor PT. Bank Syariah Mandiri Kc 

Situbondo 

3. Pengamatan secara langsung mengenai penerapan Good Corporate 

Governance (GCG) PT. Bank Syariah Mandiri Kc Situbondo 

2. PEDOMAN INTERVIEW 

1. Bagaimana penerapan Good Corporate Governance (GCG) PT. Bank 

Syariah Mandiri Kc Situbondo 

2. Bagaimana hasil penerapan Good Corporate Governance (GCG) PT. Bank 

Syariah Mandiri Kc Situbondo menggunakan Kertas Kerja Self Assessment 

3. PEDOMAN DOKUMENTER 

1. Foto Penelitian 

2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri Kc Situbondo 

3. Denah Lokasi PT. Bank Syariah Mandiri Kc Situbondo 

4. Struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Kc Situbondo 

 

 

 

 

 



PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PT. BANK 

SYARIAH MANDIRI KC SITUBONDO 

 

 Informan: 

1. Branch Manager 

2. Consumer Banking Relationship Manager 

3. Branch Operation and Service Manager 

 Pedoman Interview: 

1. Bagaimana penerapan Good Corporate Governance (GCG) PT. Bank 

Syariah Mandiri Kc Situbondo 

2. Bagaimana hasil penerapan Good Corporate Governance (GCG) PT. Bank 

Syariah Mandiri Kc Situbondo menggunakan Kertas Kerja Self Assessment 

3. Bagaimana manfaat Good Corporate Governance (GCG) PT. Bank Syariah 

Mandiri Kc Situbondo 

4. Bagaimana prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) PT. Bank 

Syariah Mandiri Kc Situbondo 
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